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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

RESUME HASIL REMOTE AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL 

PENILIKAN KE-3 S-PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TANGGAL 18 – 24 AGUSTUS 2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ 

PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal  18 Oktober 2016 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir Wasis Kuncoro Auditor PHPL bidang Sosial  merangkap Ketua Tim Audit 

2. Mahardika Larasati, S.Hut Auditor PHPL bidang Ekologi 

3. Ir Amin Kadeni Auditor PHPL bidang Produksi 

Auditor PHPL bidang Prasyarat 

4. Bayu Satria Pramana, S.Hut Auditor VLK Hutan 
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 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
b. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01  Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda 

Utara Kota Samarinda 
c. Email  : mrosidi112@gmail.com  
d, Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman 

(IUPHHK-HT) 
e. SK IUPHHK-HT : No. 407/Kpts-ll/1996 Tanggal 5 Agustus 1996 
f. Luas dan Lokasi Areal 

IUPHHK-HT 
: 10.976,40 Hektar  

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 
g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama  :   Stanley Najoan 

- Komisaris   :   Wisly Dwi Putra 
- Direktur Utama  :   Robert Siagian 
- Direktur   :   Hoesin 

h. MR Audit Penilikan Ke-3 : Dadan H Darusman 

 

 3. RINGKASAN TAHAPAN  

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-3 (kedua) S-PHPL                                Tempat virtual room
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut : 
 

NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

 

1. 

 

Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SEBELUM 

penilaian 

 

 

 

18 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah 

sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat 

pengantar dari Direktur UHP. 

 Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil 

(out put) kegiatan penilaian serta memintakan 

dukungan dan masukannya. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Timur). 

2) Eko Bahariwanto  (BPHP Wilayah XI Samarinda) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

 

 

18 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit. 

 Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang 

digunakan dan cara kerja remote audit, serta 

kriteria temuan audit. 

 Konfirmasi terkait permintaan data audit dan 

personil pendamping, protokol Covid-19, 

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan 

tindak lanjutnya. 

mailto:mrosidi112@gmail.com
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

 

3. 

 

Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Lapangan 

 

 

Room 1 

Room 2 

Room 3 

Room 4 

 

18 - 22 

Agustus 2020 

a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 

1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier dan  indikator  pada kriteria 

prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai             

L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 

2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL 

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan 

secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan prasyarat 

2) Room 2 untuk kriteria ekologi 

3) Room 3 untuk kriteria sosial 

4) Room 4 untuk standar VLK Hutan 

c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM 

(auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan 

UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video 

(MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel 

pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai 

form yang diberikan auditor. 

d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap 

verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-

12 Rev. M). 

e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam 

(recording). 

4. Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SETELAH 

penilaian 

 

 

23 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit 

manajemen. 

2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang 

disampaikan saat koordinasi awal. 

3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK 

pada proses Penilikan Ke-3 PHPL pada IUPHHK-

HT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 

2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) 
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

5.  

Pertemuan 

Penutupan 

 

 

 

24 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria 

penilaian  kinerja PHPL dan pemenuhan standar 

VLK. 

2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja 

PHPL. 

3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 

4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit 

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil 

keputusan Penilikan Ke-3 dari LPPHPL PT 

Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. 

b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

6. Pengambilan 

Keputusan 

Samarinda, 

12 September 

2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-3 S-PHPL  

pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dilakukan pada 

tanggal 12 September 2020. 

2. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dinyatakan LULUS 

penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 

83,33% dengan predikat BAIK, tidak ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar 

VLK. 
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 4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1. 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK – HTI 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP/SK IUPHHK-HA, 

Pedoman TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB)  

(CD) 

 

Baik 

  

3 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 kepada PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) diberikan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) seluas ±10.000 (sepuluh ribu) 

hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan 

penataan batas areal kerjanya sepanjang 77.317,50 

meter, sesuai dokumen Laporan TBT: 

1. Buku TBT No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 1999 

sepanjang 33.005,60  meter (Instruksi Kerja 

Pembuatan Batas Luar Definitif HPHTI PT Hutani 

Jaya Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Dati I 

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 1999/2000 

Sepanjang : 34.221,20 Meter. Nomor: 25/IV-

2/PP/HPHTI/1999 tanggal 26 Juli 1999). 

2. Buku TBT No.13/IV-2/PP/1999 November 1999 

sepanjang 44.311,90 (Instruksi Kerja Pembuatan 

Batas Sendiri/Persekutuan Definitif HPHTI an. 

Sumalindo Hutani Jaya Kabupaten Dati II Kutai 

Propinsi Dati I Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

1999/2000 Sepanjang : 43.591,20 Meter. Nomor: 

26/IV-2/PP/HPHTI/1999 tanggal 26 Juli 1999). 

Memperhatikan realisasi penataan batas diatas dan 

untuk adanya kepastian hokum atas batas-batas areal 

kerja Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 

tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

Industri Dalam Hutan Tanaman PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit 1) seluas 10.976,40 Ha.  

2. 1.1.2  

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB)  

(D) 

 

Baik 

  

3 

Berdasarkan Laporan TBT No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 

1999 dan Laporan TBT No.13/IV-2/PP/1999 November 

1999, telah dilaksanakan Tata Batas Areal Kerja 

sepanjang 77.317,50 meter. Atas realisasi penataan 

batas tersebut Menteri Kehutanan telah menerbitkan 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 

bahwa Luas areal kerja PT Sumalindo  Hutani  Jaya 

(Unit I) ditetapkan seluas 10.976,40 Ha. 

PT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 1) telah 

menunjukan dokumentasi berupa foto  pemeliharaan 

batas areal kerja, pada foto yang ditunjukan terdapat 

informasi koordinat dan tanggal pengambilan, hasil 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

verifikasi lokasi Pal SHJ I/280, Pal SHJ I/30, Pal SHJ 

I/80, Pal SHJ I/85, Pal SHJ I/90 pada Peta Penetapan 

Areal Kerja IUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 menunjukan 

bahwa Pal 140 dan Pal 30 lokasi koordinat tidak sesuai 

dengan peta. Ketidak sesuaian Peta Penetapan dengan 

kondisi dilapangan telah disampaikan kepada   BPKH 

Wilayah IV Samarinda melalui surat Direksi Nomor: 

25/SHJ-SMD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 dan 

Nomor: 009/SHJ-SMD/IV/2019 tanggal 09 April 2019 

tentang Permohonan Rekonstruksi pada Batas Areal 

Kerja IUPHHK-HTI PT SHJ I. 

 

   

    

3. 1.1.3  

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB)  

(CD) 

 

Sedang 

  

2 

Terdapat dokumen Berita Acara Pengumuman Penataan 

Batas/Pengukuhan Kawasan HTI PT SHJ tanggal 12 Juli 

1996 di desa Miau Baru disebutkan bahwa telah 

diumumkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan 

Penataan Batas Kawasan Unit HTI PT SHJ di Dati II 

Kutai. Kepada masyarakat/wakil masyarakat telah 

diberikan kesempatan untuk melihat/menyaksikan batas 

areal KUHTI tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan 

dan melihat langsung ke lapangan oleh 

masyarakat/wakil masyarakat ternyata tidak ada 

permasalahan karena terhadap tanah-tanah milik 

penduduk yang terletak pada batas areal HPHTI PT SHJ 

telah dikeluarkan dari areal HPHTI sedangkan yang 

masih terletak di dalam areal HTI akan di 

enclave/dikeluarkan pada penataan batas berikutnya, 

namun dengan seiring bertambahnya waktu dalam areal 

konsesi terdapat areal klaim. Selama satu tahun terakhir 

terdapat 10 (sepuluh) konflik lahan berupa perluasan 

desa, perluasan pemukiman, klaim kelompok tani, 

Overlap dengan PT KPAS dan PT Duta Samba dengan 

total areal klaim seluas 4.577,1 Ha dan PT  Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) telah berupaya untuk 

menyelesaikan konflik tersebut secara terus menerus. 

4. 1.1.4  

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan 

(Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 

 

Baik 

  

3 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: SK.273/Menhut-II/2007 tanggal 07 Agustus 

2007 bahwa Luas areal kerja PT Sumalindo  Hutani  

Jaya (Unit I) ditetapkan seluas 10.976,40 Ha. Areal 

tersebut menurut Peta Kawasan Hutan dan Perairan 

Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000 (Lampiran 

SK. Menhut No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 maret 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Aplicable)  

(CD) 

2001) seluruhnya merupakan areal kawasan hutan 

produksi tetap (HP).  

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan 

hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara s/d Tahun 2016 skala 

1 : 60.000 (SK Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: SK.6026/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, tanggal 7 November 2017) 

terdapat perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi 

Tetap (HP) menjadi APL seluas 680,81 Ha. 

Atas perubahan fungsi kawasan tersebut PT SHJ I telah 

menyampaikan permohonan Usulan RKUPHHK-HTI 

Periode Tahun 2020-2029 melalui surat Direksi 

Nomor:02/SHJ I/IV 2020, tanggal 22 April 2020 kepada 

Dirjen PHPL c.q. Direktur UHP dan Dir. UHP telah 

menyampaikan Surat Nomor: 

S.487/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 

tentang Arahan Perbaikan Usulan RKUPHHK-HTI PT SHJ 

I. 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa foto 

keadaan lokasi APL. 

   

   
 

5. 1.1.5  

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila 

tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

kehutanan, maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable)  

(CD) 

 

Sedang 

 

2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mendata dan 

melaporkan penggunaan kawasan di luar sector 

kehutanan berupa perluasan desa Miao Baru, 

perluasan pemukiman RT 09, klaim kelompok tani, 

Overlap dengan PT KPAS dan PT Duta Samba dengan 

total areal klaim seluas 4.577,1 Ha, namun 

berdasarkan Hectarage Statement PT SHJ I per Juni 

2010 realisasi penanaman sejak tahun 2013 s/d 2020 

seluas 289,20 Ha. Rendahnya realisasi penanaman 

menunjukan bahwa masih terdapat areal klaim yang 

belum terdata. 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa foto 

keadaan lokasi Klaim berupa perluasan pemukiman RT 

09: 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

  
 

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator (16/18) X 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2. 

Komitmen Pemegang IUPHHK – HTI 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, 

misi, dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

(CD) 

 

Baik 

  

3 

PT Sumalindo   Hutani  Jaya  (Unit   I)   telah memiliki 

dokumen Visi, Misi dan Tujuan perusahaan   yang telah 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama No. 

01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Penetapan 

Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dan 

telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan  

lestari  (PHL)  dengan  kerangka kelestarian fungsi 

produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial 

2. 1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi, dan 

tujuan perusahaan 

(CD) 

 

Baik 

  

3 

Sosialisasi atas dokumen Visi, Misi, Kebijakan dan 

Komitmen Perusahaan telah dilaksanakan kepada 

karyawan dengan memasang Salinan dokumen visi, 

misi di kantor dan tempat-tempat strategis, 

disampaikan saat briefing pagi setiap hari jum’at dan 

sosialisasi kepada karyawan PT Shield On Service 

sesuai Berita Acara pada tanggal 27 September 2019. 

Sosialisasi visi misi terhadap masyarakat telah 

dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 di Desa SP 

IV, Desa Suka Maju pada tanggal 16 Desember 2019 

dab Desa Miau Baru pada tanggal 18 Desenmber 

2019.  

3. 1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi, 

dengan implementasi PHL 

(D) 

 

Sedang 

  

2 

Implementasi   kegiatan   pengelolaan   hutan lestari 

(PHL) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang 

direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 

Periode Waktu Tahun 2010-2019 yaitu 21 (dua puluh 

satu) sasaran yang direncanakan dimana dari Aspek 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Prasyarat (6 sasaran), Kelestarian Fungsi Produksi (9 

sasaran), Kelestarian Fungsi Lingkungan (2 sasaran), 

Kelestarian Fungsi Sosial (2 sasaran) dan Pemantauan 

dan Evaluasi Lima Tahunan (2 sasaran) baru sebagian 

yang terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) X 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan, dan Latihan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku  

(CD) 

 

Baik 

  

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit  I) telah memiliki 

7 (tujuh) tenaga teknis PHPL pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan yaitu GanisPHPl-

Kurpet (1 org), Canhut (1 org), Nenhut (1 

org), Binhut (1 org) dan PKB (3 org) dan 

jumlahnya telah mencukupi sesuai dengan kondisi 

lapangan dan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. 

2. 1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM  

(D) 

 

Baik 

  

3 

Peningkatan Kompetensi GanisPHPL PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2019 telah 

dilaksanakan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda 

terhadap 7 (tujuh) orang GanisPHPL dengan hasil 

penilaian B (cukup) sehingga masih layak bertugas 

sebagai GanisPHPL atau realisasi peningkatan 

kompetensi 100%, sedangkan realisasi 

peningkatan non GanisPHPL tahun 2019 dari 26 

orang yang direncanakan terealisasi 24 orang atau 

realisasi 92% sedangkan berdasarkan bidang 

kegiatan dari 8 bidang pelatihan yang direncanakan 

terealisasi 5 bidang pelatihan atau realisasi sebesar 

63% sehingga rata-rata peningkatan kompetensi 

Non GanisPHPL sebesar 78%  

3. 1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

 

Baik 

  

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit  I) telah lengkap 

mempunyai Dokumen  ketenagakerjaan  yaitu 

berupa Dokumen Tenaga Kerja (telah 

menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

system online No. Pelaporan: 

7511920190924.0001), Kesempatan Kerja 

(SOP/SHJ I/HR-3 tentang Rekrutmen dan Seleksi), 

Pelatihan Kerja (SOP/SHJ I/HR-01 tentang Training 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan SOP/SHJ I/HR-36 tentang Pelatihan dan 

Pengembangan Tenaga Kerja), Produktivitas 

Tenaga Kerja (SOP/SHJ I/HR-20 tentang Promosi 

dan SOP/SHJ I/HR-07 tentang Manajemen 

Kinerja/Penilaian Akhir Tahun), Hubungan 

Industrial (SOP/SHJ I/HR-24 tentang Hubungan 

Industrial. PKB dan serikat pekerja), Kondisi 

Lingkungan Kerja (SOP/SHJ I/FS-01 tentang 

Sistem Manajemen Lingkungan dan K3), 

Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

(SOP/SHJ I/HR-22 tentang Manajemen 

Pengupahan) serta kepesertaan BPJS Tenaga 

Kerja dan Kesehatan Kerja.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/15) 100% = 100,00% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka 

PHPL 

(D) 

 

Baik 

  

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki 

bagan organisasi yang telah sesuai dengan 

kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, 

bagan organisasi ditetapkan  berdasarkan 

Keputusan Direktur Utama Nomor 02/DIR/V/2016, 

bulan Januari 2016. 

2. 1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

(CD) 

 

Baik 

  

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) masih 

konsisten menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen  (SIM)  di  lingkup  internal 

perusahaan dan telah menerapkan Sistem 

Informasi  Penatausahaan  Hasil  Hutan (SIPUHH) 

On Line, yang dilengkapi dengan perangkat SIM 

dan terdapat tenaga pelaksananya atas nama 

Yusuf Wibisono sebagai penanggungjawab Sisitem 

Informasi Manajemen (SIM) dan Operator Pelaksana 

SIM sesuai penunjukan dari Human Resource 

Nomor 033/SHJ-HRD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 

dan surat penunjukan dari Distrik Plantation Head 

Nomor: 011/SHJ I-PESAB/IX/2016 tanggal 13 

September 2016 kepada Fahrizal Ramu sebagai 

Admin Officer/SAP (system application and produk) 

dan Elman Manglili sebagai Planning 

Koordinator/FMIS (forest management informastion 

system). 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa 

foto perangkat SIM: 

   
 

3. 1.4.3.  

Keberadaan SPI/internal auditor 
dan efektifitasnya 

(D) 

 

Sedang  

   

 2 

PT  Sumalindo  Hutani  Jaya   (Unit  I)  telah 

memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal 

(Internal Audit) sesuai penunjukan dari Human 

Resource Nomor: 027/SHJ I-HRD/VI/2016 tanggal 

01 Juni 2016 kepada Saifudin ditunjuk sebagai 

Internal Auditor. 

Selama periode penilikan ke-3 terdapat Internal 

Audit Report No. 01/SHJ/AR/IA/08/2020 tetntang 

Review Activies Infrastruktur Distrk Pesab dan 

Laporan Hasil Audit Internal IFCC ST 1001:2013 

tanggal Audit 11 - 13 N–vember 2019. 

Kegiatan Internal Audit tahuhn 2019 belum 

berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan karena sampai saat dilaksanakan penilikan 

ke-3 belum ada aktivitas kegiatan pemanenan 

sehingga kegiatan pengadaan bibit, penyiapan 

lahan, penanaman dan pemeliharaan belum 

berjalan sesuai target.  

4. 1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen 

berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

(CD) 

 

Baik 

  

3 

Berdasarkan hasil audit internal (SPI) periode 

Agustus 2019 – Agustus 2020 dapat disimpulkan 

bahwa pada periode penilikan ke-3 tahun 2020 

terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan 

secara keseluruhan dari hasil temuan SPI yang 

dilaksanakan oleh manajemen PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.5. 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.5.1.  

Persetujuan rencana 

penebangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

 

Sedang 

    

 2 

Kegiatan RKTUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak   masyarakat setempat telah 

disosialisasikan kepada Masyarakat di Desa Suka 

Maju pada tanggal 16 Desember 2019 dan Desa 

Miau Baru pada tanggal 18 desember 2019, 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

diseminasi isi kandungannya  

(CD) 

namun kegiatan RKT berupa tahapan kegiatan 

pemanenan belum dilaksanakan sehingga kegiatan 

pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman dan 

pemeliharaan belum berjalan, hal ini menunjukan 

bahwa kegiatan RKT belum ada persetujuan dari 

masyarakat karena belum ada keterlibatan 

masyarakat dalam tahapan kegiatan RKT. 

2. 1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

 

Sedang 

    

 2 

Realisasi  tata  batas  secara  fisik  di  lapangan 

telah mencapai temu gelang, dan secara yuridis 

telah mendapatkan pengakuan sepenuhnya dari 

para pihak baik dari Instansi terkait maupun 

dari masyarakat, namun demikian pada kenyataan 

di lapangan terdapat konflik batas atau lahan 

dengan pihak lain dan terdapat upaya dari 

Pemegang Izin selama 1 tahun terakhir secara 

terus menerus untuk menyelesaikan konflik 

3. 1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD 

(D) 

 

Sedang 

    

 2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melakukan   

sosialisasi   pelaksanaan   CSR/CD tahun 2019 

kepada Masyarakat di Desa Suka Maju pada 

tanggal 16 Desember 2019 dan Desa Miau Baru 

pada tanggal 18 desember 2019. 

Berdasarkan laporan Rencana dan Realisasi Kelola 

Sosial/PMDH Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 

43.000.000 dari rencana Rp. 47.506.000 sesuai 

dengan Laporan Financial Highlight tahun 2019 

tentang Kewajiban kepada lingkungan dan social 

dari rencana Rp. 48.000.000 terealisasi sebesar 

Rp. 43.000.000 atau realisasi 89,5%, namun dari 

hasil verifikasi aspek social terdapat realisasi biaya 

kewajiban social yang tidak direncanakan. 

4. 1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

 

Sedang 

    

 2 

Terdapat persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung sebesar 25,0% dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat (Dokumen 

RKUPHHK-HA), sebesar 25,0% dari Provinsi 

Kalimantan Timur (Dokumen AMDAL dan 

RKL/RPL), dan 50% dari 2 (dua) Desa Suka Maju 

dan Desa Miau Baru atau terdapat persetujuan dan 

sosialisasi dalam proses penetapan kawasan 

lindung dari para pihak sebesar 100%, namun 

terdapat perambahan kawasan lindung oleh 

masyarakat untuk ditanami tanaman kelapa sawit. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh Pejabat 

yang Berwenang  

(D) 

 

Sedang 

 

2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen 
rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa 
dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) 
Tahun Periode Tahun 2010 – 2019. Dokumen 
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri 
Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: SK. 85/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan 
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) 
Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 
2010 – 2019 Atas Nama PT Sumalindo Hutani Jaya 
(Unit I) di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan 
berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali 
apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan 
dalam penetapannya. Revisi RKUPHHK-HTI Periode 
2010-2019 telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 
16 Agustus 2010 (berakhir tanggal 15 Agustus 
2020). 

Usulan RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 telah 
disampaikan melalui surat Direksi Nomor: 02/SHJ 
I/IV/2020 tanggal 22 April 2020 ditujukan kepada 
Direktur Jenderal PHPL, surat tersebut sesuai bukti 
penerimaan dokumen diterima di Sekretariat  
Jenderal T.U KLHK pada tanggal 4 Mei 2020, 
selanjutnya berkas URKUPHHK-HTI diterima di 
Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat UHP pada 
tanggal 9 Juni 2020. 

Direktur UHP telah menyampaikan Surat Nomor: 
S.487/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 Juni 
2020 tentang Arahan Perbaikan Usulan RKUPHHK-
HTI Periode 2020-2029 dan sampai saat 
dilaksanakan penilikan ke-3 pada bulan Agustus 2020 
belum ada pengesahan RKUPHHK-HTI Periode 2020-
2029, terlambatnya pengesahan URKUPHHK-HTI 
dikarenakan terlambatnya penyampaian permohonan 
URKUPHHK-HTI kepada Direktur Jenderal atas nama 
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (Usulan 
RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun berikutnya 
diajukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya 
masa berlaku RKUPHHK-HTI). 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

(D) 

 

Sedang 

  

2 

Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 

2010-2019 Halaman III-15 disebutkan bahwa kegiatan 

penanaman sudah dimulai sejak tahun 1988.  

Penanaman  dilaksanakan pada tahun 1989 s/d 2006, 

areal yang telah ditanam telah dilakukan pemanenan 

dan sebagian terjadi perambahan maupun kebakaran. 

Sisa tanaman yang masih dapat dimanfaatkan kayunya 

seluas 3.646 Ha terdiri dari Acacia sp (649 ha), 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Gmelina arborea (2.638 ha), Pharasianthes falcata 

(235 ha), Eucalyptus (124 ha) dan telah dilakukan 

penanaman Eucalyptus mulai tahun 2013, 2014, 2018 

dan 2019 seluas 289,2 ha. Total areal tertanam 

berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI seluas 

3.935,2 Ha. 

Luas Areal Efektif yang direncanakan untuk Tanaman 

Pokok seluas 7.699 Ha, perusahaan pada daur 

pertama tahun 2010-2011 akan melakukan percepatan 

kegiatan penanaman seluas 7.699 Ha dan pada daur 

kedua 2015-2019 mulai dilakukan kegiatan penataan 

areal berdasarkan etat luas (jangka benah) untuk 

mencapai kondisi hutan normal. 

RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 adalah 

termasuk kedalam jangka benah kedua dimana sudah 

direncanakan untuk kegiatan land clearing, 

penanaman dan pemanenan hal ini sesuai dengan 

rencana dalam RKUPHHK-HTI, namun pelaksanaan 

kegiatan dilapangan tidak bisa dilaksanakan 

seluruhnya dikarenakan  kendala  sosial/klaim areal 

oleh masyarakat. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok 

dan Petak / compartemen 

kerja  

(CD) 

 

Baik 

  

3 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa foto 

lapangan sebanyak 7 (tujuh) Pal tentang tanda batas 

blok dan petak kerja yang disampaikan telah 

mencantum koordinat dan tanggal pengambilan 

dokumentasi. Hasil verifikasi lokasi dengan 

menggunakan aplikasi avenza map, seluruh lokasi 

telah sesuai dengan Blok RKT yang telah disahkan 

serta penomoran nama petak terlihat jelas dalam foto 

dokumentasi. 

    

    
 

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator (11/15) X 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian 

Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB / 

Survei potensi, ITSP, 

Risalah Hutan) 

(D) 

 

Sedang 

  

2 

Terdapat data potensi berdasarkan Pre Harvesting 

Investment (PHI) yang dilakukan pada Tahun 2015 

seluas 303 Ha dengan volume sebesar 16.981,96 m³ 

atau 56,05 m³/Ha, namun hasil PHI tersebut 

diluncurkan lagi mulai RKTUPHH-HTI Tahun 2017, 

2018, 2019 dan 2020. 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa foto 

plot PHI dimana foto yang ditunjukan bisa diverifikasi 

lokasi plot PHI dengan menggunakan aplikasi Avenza 

Map. 

 

 

  

 

 

 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

(CD) 

 

Baik 

 

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki SOP 

Pengukuran Riap tegakan sesuai Sop No. SOP/SHJ-

I/P-16 Terbitan 2 Revisi 2 tanggal 01 Oktober 2018 

tentang Permanent Sample Plot. SOP tersebut berisi 

pedoman pembuatan dan pengukuran riap tegakan 

tanaman pada daur. Terdapat data pengukuran riap 

tegakan dan sudah dianalisis sesuai dengan Laporan 

Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen 

Tahun 2018, Januari 2019. Laporan memuat hasil 

pengukuran Petak Ukur Permanen padaPengukuran 

ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 secara periodik satu 

tahun sekali pada pertumbuhan tanaman pokok 

Eucalyptus pelita. Hasil analisis riap diketahui bahwa 

rata-rata MAI sebesar 38.67 M3/Ha/Tahun dengan 

potensi sebesar 203 m³/Ha. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa foto 

plot PSP dimana foto yang ditunjukan bisa 

diverifikasi lokasi plot PSP dengan menggunakan 

aplikasi Avenza Map 

   

   
 

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal /self  JTT Berbasis 

Data Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

 

Sedang 

  

2 

Terdapat bukti analisa data potensi dan riap tegakan 
untuk periode 5 tahun terakhir berdasarkan 
Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen 
Tahun 2018, Januari 2019. PT Sumalindo Hutani 
Jaya (Unit I) telah menyampaikan laporan analisa riap 
PUP kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan 
dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Cq. Kepala Pusat Penilitian dan 
Pengembangan Hutan, sesuai surat Direktur PT 
Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Nomor: 01/HTI-
PMD/SHJ1/KLTM/PSP/II/2019 tanggal Maret 2019 
tentang Penyampaian Pembuatan dan Pengukuran 
Petak Ukur Permanen Tahun 2018 namun 
perhitungan JTT masih menggunakan hasil PHI.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/12) X 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

 

Baik 

        

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki 

SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB 

yaitui SOP PAK, SOP Rislah Hutan, SOP PWH, 

SOP Pemanenan, SOP Pengadaan Bibit, SOP 

Penyiapan Lahan, SOP Penanaman, SOP 

Pemeliharaan, SOP Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan dan isinya telah sesuai 

dengan peraturan terbaru atau dengan pedoman 



 
 

Halaman 17 dari 60 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pelaksanaan. 

 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

 

Sedang 

   

2 

Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan 

sistem silvikultur THPB, dimana sampai saat 

dilaksanakan penilikan ke-3 belum ada kegiatan 

pemanenan dilapangan sehingga untuk kegiatan 

pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan akan tidak sesuai dengan target 

yang telah direncanakan. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

(D) 

 

Sedang 

        

2 

Berdasarkan Rekapitulasi Realisasi TSP/PHI 

Tahun Ukur 2018 untuk species EPEL tahun 

tanam 2013 seluas 149,6 Ha dengan rata-rata 

diameter 12,34 cm dan tinggi 19,34 m, maka 

potensi tegakan tanaman EPEL sebesar 82,52 

m³/ha 

Berdasarkan data-data tersebut diatas terdapat 

potensi tegakan masak tebang dalam jumlah yang 

masih mampu menjamin terjadinya kelestarian 

pemanenan hasil (80-120 m3/ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

 

Baik 

        

3 

Hasil Assessment Tanaman umur 6 bulan dan 2 

bulan yang dilakukan oleh Department PMD 

(Planning Management Development) oleh Tim 

PAT (Plantation Asessment Team) pada bulan 

Januari-Desember 2019, didapatkan nilai persen 

tumbuh pada   tingkat   permudaan   adalah   

sebesar 103,3% untuk tanaman umur 2 bulan, 

sebesar 99,7% untuk tanaman umur 6 bulan dan 

95% untuk tanaman umur 12 bulan atau rata-rata 

sebesar 99,33%. 

PT SHJ I telah menunjukan dokumentasi berupa 

foto plot PAT dimana foto yang ditunjukan bisa 

diverifikasi lokasi plot PAT dengan menggunakan 

aplikasi Avenza Map 

 

 

 

 

 

 
 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) x100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

 

Baik 

         

3 

Terdapat dokumen SOP Reduce Impact Logging 

yang  dimiliki oleh PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I)  sebagai bentuk ketersediaan prosedur 

pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah 

lingkungan.   Sampai dengan penilikan ke-3 ini 

tidak ada revisi atau perbaikan terhadap dokumen  

SOP  ini,  yakni  masih  tetap  SOP dengan nomor 

SOP/Sumalindo Hutani Jaya I/PNP-03 tanggal 1 

Oktober 2020 terbitan ke 2, revisi ke 2. Selain itu 

terdapat SOP penunjang pemanfaatan / 

pengelolaan ramah lingkungan adalah SOP Micro 

Planning dengan nomor SOP/Sumalindo Hutani  

Jaya  I/P-28  tanggal 1 Maret 2018 terbitan ke-2. 

revisi ke-1. Kegiatan Reduced Impact   Logging 

(RIL) meliputi kegiatan perencanaan pemanenan 

sampai kegiatan pemanenan.    Sementara 

kegiatan Micro Planning meliputi pembuatan 

rencana detail jalan sarad, TPn, feeling coupe, 

jalur tebangan, jalur  extraction, serta pembuatan 

batas-batas petak / Blok tebangan, batas areal 

claim, batas areal konservasi / HCVF seperti : 

areal sempadan sungai, areal tanaman kehidupan,  

dan areal lindungan lainnya. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

 

Sedang 

    

 2 

Sampai dengan penilikan ke-3, tidak terdapat 

tambahan kegiatan pemanfaatan/ pengelolaan 

ramah lingkungan yang  dilakukan oleh PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), dan kegiatan 

seperti pada saat audit penilikan ke-2 yaitu : 
 Dokumen RKTUPHHK-HTI 2020 dan 2019 
 Penampungan ceceran oli genset dan 

pergantian oli motor maupun genset 

 Segragasi sampah organik dan Anorganik 

3. 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

 

N/A 

 

- 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum 

melakukan kegiatan pemanenan kayu hasil 

tanaman, sementara untuk kayu alam sesuai 

dengan kebijakan moratorium perusahaan tidak 

dilakukan penebangan. 

Metode untuk menghitung nilai Row Wood 

Assestment (RWA) atau Limbah Kayu Minimal 

adalah dengan menggunakan metode WLA (Wood 
Leakage Assessment) tidak bisa diterapkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada 

Areal Kerjanya 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

(CD) 

 

Sedang 

          

2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 

dokumen RKT yang disusun berdasarkan Revisi 

RKUPHHK-HA Periode 2010-2019. RKT Tahun 

2019 disahkan secara mandiri (self approval) oleh 

Direktur Utama PT SHJ I dengan SK Nomor: 

SK.001/RKT-SHJ I/III/2019  tanggal 15 Maret 

2019 dilengkapi dengan Peta Lampiran. 

Sedangkan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 telah 

disahkan oleh Direktur Utama PT SHJ I dengan 

SK Nomor: SK.001/RKT-SHJ I/XII/2019  tanggal 

20 Desember 2019 yang berlaku sampai 15 

Agustus 2020 sesuai dengan masa berlaku 

Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019, 

dimana sampai saat dilaksanakan penilikan ke-3 

RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 masih dalam 

proses pengesahan. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

(D) 

 

Baik 

         

3 

Lampiran peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) skala 1:50.000 

secara rinci menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/dipaen/dimanfaatkan/ditanam/ 

dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna 

kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), 

Tanaman Unggulan (warna biru) beserta 

kawasan lindung (warna merah)  berupa 

Kawasan Lindung dan Sempadan Sungai. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat peta yang 

sesuai RKT/RKU yang disahkan secara mandiri 

yang telah menggambarkan blok areal yang 

dapat ditebang dan ditanam beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung, pewarnaan 

peta telah sesuai dengan PermenLHK Nomor: 

P.12/MenLHK-II/2015 tanggal 24 Maret 2015, 

Pasal 9 bahwaa pewarnaan dalam peta tat ruang 

HTI : (a) Tanaman Pokok berwarna kuning, (b) 

Tanaman Kehidupan berwarna hijau, sarana 

prasarana berwarna coklat dan (c) kawasan 

perlindungan setempat dan kawasan lindung 

lainnya berwarna merah. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan 

/ Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ pelesta-

rian plasma nutfah / religi 

/budaya / sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

 

Baik 

     

3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) seperti yang 

telah diuraikan pada verifier 2.1.3 telah 

menunjukan dokumentasi berupa foto lapangan 

sebanyak 7 (tujuh) Pal tentang tanda batas blok 

dan petak kerja yang disampaikan telah 

mencantum koordinat dan tanggal pengambilan 

dokumentasi. Tanda batas blok berupa plang 

warna putih dengan ukuran masing-masing 60 

x 100 cm, dan tanda petak berupa patok dari 

paralon ukuran 3” dengan tinggi 50 cm diatas 

tanah dan 30 cm dibawah tanah Kesesuaian 

tanda batas blok dan petak dapat dibuktikan 

dengan menggunakan metode PDf Maps 

dimana tergambarkan titik di peta dengan di 

lapangan. Dokumentasi berupa foto yang 

ditunjukan lokasi yang diambil telah sesuai 

dengan peta kerja RKTUPHHK-HTI 2020.  

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

 

Sedang 

  

2 

Sampai dengan penilikan ke-3 periode 

RKTUPHHK-HTI tahun 2019 maupun 2020, 

belum dilakukan pemanenan walaupun tersedia 

tanaman siap panen. Secara  keseluruhan  

realisasi  produksi  tahun 2019 maupun 2020 

adalah sebesar 0 m³ dari rencana masing-

masing 7.576,29 m³ atau tercapai 0,00% atau 

realisasi volume tebangan <  70%  dari  

rencana  tebangan  tahunan  dan foto yang 

ditunjukan lokasinya  sesuai dengan Peta 

RKTUPHHK-HTI yang disahkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18/21)x100% = 85,71% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi 

Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

 

Buruk 

   

1 

Hasil Analisa Laporan Keuangan beserta Laporan 

Audit Independen untuk Tahun yang berakhir 

pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 

2018: 

1. Opini Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan 

Rekan sebagai penjamin data laporan 

keuangan adalah Wajar dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, serta kinerja 

keuangan dan arus kas sesuai dengan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Standar Akutansi Keuangan Tanpa 

Akuntabilitasi Publik. 

2. Rentabilitas Negatif dan trennya terjadi 

penurunan kerugian dibandingkan tahun 

2018, dimana dengan rentabilitas tahun 2019 

sebesar (5,58%) = (0,0558X) yang berarti 

setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menimbulkan 

kerugian usaha sebesar Rp. 0,06. 

3. Likuiditas trennya menurun namun tidak 

signifikan, masih menunjukan bahwa 

perusahaan dalam kondisi “ilikuid” dimana 

perusahaan belum mampu membayar semua 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva 

lancar yang dimiliki. 

4. Solvabilitas trennya menurun, masih 

menunjukan bahwa perusahaan dalam 

kondisi “solvabel” dimana perusahaan 

mempunyai aktiva yang cukup untuk 

membayar semua hutang-hutangnya baik 

yang jangka panjang maupun jangka pendek. 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

(CD) 

 

Sedang 

       

 2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

merealisasikan alokasi dana kebutuhan kelola 

hutan tahun 2019 persentase realisasi sebesar 

69,8%, atau Realisasi alokasi dana hanya 

mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang 

seharusnya berdasarkan Laporan Keuangan 

beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun 

yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 

Desember 2019 dan 2018. 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

 

Buruk  

   

1 

Proposional alokasi dana untuk seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan 2019 sebesar 8%-100% atau 

alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak 

proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

 

Sedang 

 

2 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan dimana Realisasi biaya Alokasi Dana 

Kelola Hutan tahun 2019 mencapai 69,8%, 

Realisasi produksi tidak ada dan berdasarkan 

penilaian verifier 2.6.1 kondisi kesehatan 

finansial perusahaan buruk, namun kewajiban 

pembayaran gaji dan kesejahteraan karyawan 

masih dipenuhi. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

 

Sedang 

     

 2 

Berdasarkan  laporan  Pelaksanaan  

RKTUPHHK pada Hutan Tanaman Industri 

bulan Desember 2019  pada Neraca Tanaman 

realisasi luas tanaman adalah 5.831,46 Ha. 

Dalam Draft Laporan Integrated Sustainable  
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Forest Management Plan (ISFMP) dan 

Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010-

2019: 

1. Luas areal Definitif  : 10.976,40 Ha 

2. Areal Kawasan Lindung :     783,00 Ha 

Kawasan Lindung (2019) 1.485,66 Ha 

3. Areal Tidak Efektif :   1.025,00 Ha 

- Lahan Okupasi  767 Ha  

- Lahan Okupasi (2019)  4.577,1 Ha 

-  Areal belum Efektif (2019)  4.835,1 Ha  

4. Areal Efektif   :   9.168,00 Ha 

- Areal Efektif menjadi (2019)  4.655,64 Ha 

5. Areal Tertanam :   5.831,46 Ha 

- Bisa dimanfaatkan 3.646 Ha 

- Tanaman baru 289,2 Ha 

- Total Tanaman (2019) 3.935,20 Ha 

Realisasi kegiatan penanaman sebesar 3.935,20 

Ha/4.655,6 Ha x 100%= 84,53% 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

(CD) 

 

Buruk 

  

1 

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK- 

HTI Tahun 2019: 

- Realisasi pengadaan bibit 3.977 btg dari 

rencana 480.00 btg atau realisasi 1% 

- Realisasi penyiapan lahan 4,6 Ha dari 

rencana 300 Ha atau realisasi 2% 

- Realisasi penanaman 4,6 Ha dari rencana 

300 Ha atau realisasi 2% 

Ketercapaian fisik kegiatan penanaman / 

pembinaan  hutan  adalah  <   50% dari  yang 

seharusnya, hal ini disebabkan karena dampak 

sosial masyarakat. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/21)x100% = 52,38 % 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1 
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

SEDANG 2 Alokasi kawasan lindung yang dijadikan acuan PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit I didasarkan pada SK 

Manajemen Penetapan Kawasan Lindung No. 

001/SK-SHJ I/I/2016, diantaranya Sempadan 

Sungai (1.354 Ha), KPPN (305 Ha), dan KPSL 

(123 Ha). Ketetapan tersebut tidak sesuai dengan 



 
 

Halaman 23 dari 60 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

jenis dan luas kawasan lindung pada dokumen 

Revisi RKUPHHK-HTI PT SHJ I Tahun 2010 

(Periode 2010-2019). 

Penetapan kawasan lindung dalam SK Direksi PT 

SHJ I dibuat berdasarkan penilaian/identifikasi 

hutan, meliputi studi HCV (High Conservation 
Value) Tahun 2014, HCS (High Carbon Stock) 

Tahun 2015, dan ISFMP (Integrated Sustainable 
Forest Management Plan) Tahun 2016 sebagai 

dasar penetapan kawasan lindung. 

Berdasarkan analisis Peta Kelas Lereng IUPHHK-

HTI PT SHJ I (skala 1 : 100.000), kondisi biofisik 

berupa tingkat kelerengan areal konsesi PT SHJ I 

terbagi menjadi 2 (dua) kelas, yakni kelas A (0-

8% - Datar) dan kelas B (8-15% - Landai). 

Sementara itu, berdasarkan Peta Penutupan 

Lahan pada Kawasan Lindung (1:60.000), kondisi 

biofisik terkait jenis penutupan lahan pada KPPN 

dan sempadan sungai lebih didominasi oleh 

tutupan lahan berupa Belukar Muda dan Semak. 

Hal tersebut didukung melalui sampling remote 

audit pada sempadan sungai Pesab (1,25709 ; 

117,08196) dengan dominasi jenis tutupan 

berupa semak dan belukar. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, tidak 

terdapat penambahan kegiatan penataan batas 

kawasan lindung di lapangan. PT SHJ I hanya 

melakukan kegiatan pemeliharaan batas kawasan 

lindung sesuai Berita Acara Penataan Areal Kerja 
RKT 2020 No. 01/SHJ-I/PS/II/2020 Tanggal 10 
Februari 2020. Blok RKT 2020 merupakan 

carryover dari blok RKT 2019 dan tahun-tahun 

sebelumnya. Sehingga, kewajiban tata batas 

apabila didasarkan dengan memakai sistem 

berdasarkan perkembangan blok RKT dinilai 

kurang efektif.    

Prosentase realisasi tata batas berdasarkan 

rencana penataan batas yang telah dibuat s.d 

Audit Penilikan Ke-2 tahun lalu (2019) adalah 

sebesar 137,21%. Nilai prosentase lebih dari 

100% tersebut disebabkan karena realisasi tata 

batas yang dilaksanakan lebih dari rencana yang 

telah dibuat. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, 

pada dasarnya realisasi penataan batas 

dilaksanakan Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 

2019 dan 2020 tidak terdapat realisasi penataan 

batas. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. M. 

Agus Rosidi (Karyawan PT SHJ I) yang didukung 

oleh analisis Peta Identifikasi Areal Bermasalah 

PT SHJ I, terdapat sebagian areal kawasan 

lindung yang terkena gangguan berupa okupasi 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

lahan oleh masyarakat. Sehingga, kegiatan-

kegiatan operasional perusahaan, termasuk salah 

satunya adalah penandaan batas kawasan lindung 

belum dapat dilakukan secara efektif.  

Berdasarkan uji petik remote audit sempadan 

sungai Pesab (1,2393 ; 117,06608), teknis 

penandaan batas kawasan lindung yang dilakukan 

telah sesuai dengan SOP. 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

SEDANG 2 Kondisi penutupan kawasan lindung PT 

Sumalindo Hutani Jaya I telah dirangkum dalam 

Peta Penutupan Lahan pada Kawasan Lindung 

yang merupakan hasil overlay antara Peta Areal 

Kerja RKUPHHK-HTI PT SHJ I (Periode 2010-

2019) dan Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 

2020 (Mosaik Sentinel 2-A T50NMG dan T50NNG 

Band 432 liputan tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 

7 Mei 2020 skala 1 : 50.000). 

Apabila mengesampingkan areal yang tertutup 

awan, jenis tutupan lahan dengan kategori 

berhutan pada areal kawasan lindung PT SHJ I 

adalah sebesar 172 Ha (21,94%). Sebaliknya, 

penutupan kawasan lindung lebih didominasi 

oleh tutupan tidak berhutan (terdiri dari belukar 

muda, semak, belukar tua, dan tanah terbuka) 

dengan persentase sebesar 67,21% (612 Ha). 

Sebagai upaya pemulihan dan/atau perbaikan 

kondisi penutupan kawasan lindung, pada 

tanggal 27 September 2019 PT SHJ I telah 

melakukan kegiatan penanaman kawasan lindung 

pada Sempadan Sungai Pesab seluas 2 Ha 

dengan bibit sebanyak 200 batang. Selain itu, PT 

SHJ I telah memiliki rencana rehabilitasi kawasan 

lindung dengan luasan 5 Ha sesuai Draft 
Rencana Kerja dan Biaya Konservasi dan Enviro 
Compliance Tahun 2020. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

SEDANG 2 PT SHJ I memiliki 3 (tiga) desa binaan, 

diantaranya Desa Miau Baru, SP III, dan SP IV. 

Dalam rangka mendapatkan pengakuan 

keberadaan kawasan lindung oleh masyarakat, PT 

SHJ I telah mengadakan sosialisasi kawasan 

lindung dengan output berupa kesepakatan 

bersama antara masyarakat dan seluruh desa. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Agus 

Rosidi (Karyawan PT SHJ I) dan didukung dengan 

Peta Hasil Survey Areal Bermasalah, diketahui 

bahwa terdapat sebagian areal kawasan lindung 

yang masuk kedalam areal klaim masyarakat yang 

tergabung dalam kelompok tani dan telah 

menaman tanaman sawit dan/atau tanah garapan 

masyarakat (Resume hasil konsultasi publik HCV 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Assessment Report PT SHJ I tahun 2014). Hal ini 

merupakan indikasi bahwa paling tidak terdapat 

sebagian masyarakat yang belum mengakui akan 

keberadaan kawasan lindung yang ada dalam 

areal PT SHJ I. 

Sementara itu, pengakuan kawasan lindung dari 

pemerintah didapatkan secara tidak langsung 

melalui pengesahan AMDAL, RKU, maupun RKT. 

Sedangkan, pengakuan dari karyawan PT SHJ I 

didapatkan secara otomatis melalui penerbitan 

Komitmen FCP (Forest Conservation Policy) yang 

didalamnya memuat komitmen perusahaan untuk 

tidak melakukan kegiatan operasional pada 

kawasan HCV dan HCS.  

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL dan/atau 

tata ruang yang ada di dalam RKU 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan 

beberapa kegiatan pengelolaan dan telah disajikan 

dalam bentuk pelaporan. Namun, laporan yang 

tersedia belum mencakup semua aspek 

pengelolaan kawasan lindung sesuai yang 

kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKL 

(1995). PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I belum 

melakukan kegiatan penanaman/pengayaan dan 

tata batas kawasan lindung areal kawasan lindung 

KPPN dan KPSL.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18/27) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

(D) 

SEDANG 2 Potensi gangguan-gangguan hutan yang terjadi di 

areal konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 

(2010) diantaranya : a) Kebakaran Hutan; b) 

Perambahan Hutan; c) Pembalakan Liar; d) 

Penggembalaan Liar; e) Gangguan terhadap 

Flora, Fauna, dan Plasma Nutfah; serta f) 

Gangguan Hama Penyakit Tanaman. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. 

Agus Rosidi (Karyawan PT SHJ I) yang diperkuat 

melalui analisis Peta Hasil Survey Areal 

Bermasalah, diketahui bahwa pada areal PT SHJ I 

telah terjadi gangguan hutan berupa okupasi 
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NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

lahan oleh masyarakat. 

Selama periode audit Penilikan Ke-3 (2020), PT 

SHJ I telah memiliki beberapa prosedur 

perlindungan untuk mencegah gangguan dan/atau 

potensi gangguan yang ada. Namun, PT SHJ I 

belum memiliki SOP terkait Pembalakan Liar. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Daftar sarana prasarana pemadam kebakaran 

hutan dan lahan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

telah tercantum dalam Laporan Bulanan 

Kebakaran Hutan. Berdasarkan analisis Laporan 

Bulanan Kebakaran Periode Juli 2020, sarana 

prasarana perlindungan hutan masih belum 

lengkap, baik sarana prasarana dalkarhutla 

maupun satpam (security). Pemenuhan sarana 

prasarana pengendalian kebakaran hutan belum 

sesuai dengan PermenLHK No. 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum .1/3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 SDM perlindungan hutan terdiri atas 

satpam/security dan anggota dalkarhutla. Dalam 

penyediaan tenaga satpam, PT SHJ I telah 

bekerjasama dengan PT Shield On Service, Tbk. 

dengan jumlah personil satpam sebanyak 4 

orang. Berdasarkan ketentuan SK Menhut No. 

523/Kpts-II/1993, jumlah satpam tersebut telah 

sesuai dengan rasio ketetapan jumlah satpam 

yang wajib dimiliki untuk luasan PT SHJ I.  

Dalam struktur organisasi ICS (Incident 
Command System), PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I memiliki 2 (dua) regu inti yang masing-

masing beranggotakan 5 orang diluar Crew 
Leader. Sementara itu, jumlah Crew Leader 
sendiri terdiri dari 9 orang. Sehingga, jumlah total 

personil kebakaran hutan yang terlibat adalah 19 

orang.  

Dari keseluruhan personil, belum semua personil 

memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan. 

Selain itu, PT SHJ I juga belum membentuk Regu 

Pendukung Dalkarhutla sesuai dengan ketentuan 

dalam PermenLHK No. 32 Tahun 2016. 

Untuk mendukung program pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan, PT SHJ I telah 

membentuk program DMPA (Desa Makmur 

Peduli Api) sebagai upaya mengubah perilaku 

masyarakat dalam membuka lahan dengan cara 

tidak membakar.  

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

BAIK 3 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan sesuai rencana kegiatan yang 
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NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

preventif/ represif) 

(D) 

tercantum dalam dokumen Revisi  RKUPHHK-HTI 

Tahun 2010. Kegiatan yang telah dilakukan telah 

mencakup kegiatan preemtif,  preventif, dan 
represif.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18/24) x 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

SEDANG 2 Parameter penentu kelestarian fungsi ekologis PT 

SHJ I yang tercantum dalam Dokumen Ringkasan 

Eksekutif AMDAL (1995), diantaranya : 1) Kualitas 

habitat satwa liar; 2) Eksistensi flora dilindungi; 3) 

Eksistensi satwa dilindungi; 4) Kelestarian 

ekosistem unik; dan 5) Kualitas udara.  

Keseluruhan dampak dari parameter tersebut 

merupakan dampak penting dan bersifat negatif. 

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi 

dampak-dampak tersebut, PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I telah memiliki rencana pengelolaan dan 

pemantauan dalam RKL-RPL (1995) dan 

RKUPHHK-HTI (2010). Dalam mendukung 

terlaksananya pengelolaan dan pemantauan, telah 

dibuat beberapa prosedur (SOP). Selama periode 

Penilikan Ke-3 (2020), PT SHJ I belum memiliki 

SOP Pengendalian Erosi atau SOP terkait 

pengelolaan konservasi tanah dan air.  

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

menyediakan sebagian sarana prasarana demi 

menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak tanah dan air seperti yang tercantum 

dalam dokumen RKL-RPL (1995) dan RKUPHHK-

HTI (2010). 

Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik sipil 

dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, sarana 

prasarana yang belum ada adalah guludan/ 

sodetan/sengkedan penahan erosi tanah dan izin 

TPS Limbah B3. Sementara itu secara teknik 

vegetatif, belum dilakukan kegiatan 

penanaman/rehabilitasi pada bekas TPn, Eks. jalan 

sarad, maupun kanan kiri jalan angkutan. 
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NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

BAIK 3 Luas areal izin PT Sumalindo Hutani Jaya I adalah 

sebesar 10.976,40 hektar, dimana dijelaskan 

bahwa berdasarkan Perdirjen PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015 dan Permenhut No. 

P.54/Menhut-II/2014, ketentuan jumlah minimal 

GANISPHPL-BINHUT yang wajib dimiliki dan/atau 

dipekerjakan oleh pengelola hutan dan pemegang 

izin usaha pemanfaatan hutan produksi untuk luas 

areal antara <25.000 ha adalah sebanyak 1 (satu) 

orang. 

PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memenuhi 

ketetapan diatas dengan memiliki 1 (satu) orang 

GANISPHPL-BINHUT atas nama Sulaiman Umar 

dengan No. Register 00811-11/BINHUT/XX/2012 

dan masa berlaku 30 Juli 2018 s.d 29 Juli 2021. 

Kualifikasi personil tersebut sesuai Kepdirjen 

PHPL No. SK.486/BPHP.XI-3/2018 tanggal 16 Juli 

2018 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan 

Kartu Tenaga Teknis PHPL yang ditanda tangani 

oleh Dirjen Kepala BPHP Wil IX. Samarinda (An. 

Roni Saefullah Burhani, NIP. 19680715 199403 1 

007). 

Selain GANISPHPL-BINHUT, terdapat tenaga 

pendukung kelola lingkungan yang dimiliki oleh PT 

SHJ I. Berdasarkan SK Direktur PT Sumalindo 

Hutani Jaya I No. 002/Dir/V/2016 tentang 

Penetapan Bagan Organisasi PT SHJ I, terdapat 

bagian Environment Compliance Officer yang 

menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak. Sehingga, dapat diketahui bahwa SDM 

pengelola dan pemantau dampak terhadap tanah 

dan air yang dimiliki oleh PT SHJ I sudah sesuai 

ketetapan dan kecukupan. 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

SEDANG 2 Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air 

sebagian telah dilaksanakan sesuai rencana 

pengelolaan dalam dokumen RKL (1995) dan 

dokumen Revisi RKUPHHK-HTI (2010). PT SHJ I 

belum melakukan penanaman LCC setelah 

kegiatan penyiapan lahan selesai. Walaupun 

demikian, berdasarkan hasil rekaman audit 

sebelumnya diketahui bahwa hal ini tidak 

dilakukan karena memang tidak terdapat dalam 

SOP. 

PT SHJ I telah melakukan pengelolaan limbah 

domestik dan LB3 dengan cukup baik. 

Berdasarkan hasil uji petik remote audit, diketahui 

bahwa tempat sampah sudah memisahkan antara 

sampah anorganik (1,21909;117,07079) dan 

sampah organik (1,21903;117,07075); terdapat 

tangki tempat penyimpanan dan pendistribusian 
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VERIFIER 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

bbm yang sudah dilengkapi dengan perangkap 

ceceran bbm; bangunan rumah genset yang 

sudah dilengkapi dengan bak penampung ceceran 

oli; bangunan gudang pupuk; bangunan TPS LB3 

sebagai tempat penampungan oli bekas; wadah 

bekas pestisida; dan karung bekas pupuk. Namun 

demikian, sampai saat ini PT SHJ I belum memiliki 

ijin TPS limbah dari instansi terkait. 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

BAIK 3 Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, 

implementasi pemantauan dampak tanah dan air 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah dilakukan 

sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) Tahun 1995 dan dokumen 

Revisi RKUPHHK-HTI (2010), diantaranya : 1)  

Pemantauan kesuburan tanah; 2) Pemantauan 

kualitas udara/polusi asap; 3) Pemantauan erosi 

tanah; 4) Pemantauan hidrologi (debit); 5) 

Pemantauan kualitas air limbah persemaian dan 

kualitas air sungai; dan 6) Pemantauan iklim 

mikro. 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

BAIK 3 Berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas air 

yang bekerjasama dengan PT. Kehati 

Laboratorium Indonesia (Tanggal 18 Juni 2020), 

tidak terdapat parameter fisik-kimia air pada areal 

PT SHJ I yang melebihi ambang nilai baku mutu.  

PT SHJ I telah melakukan pengelolaan limbah 

domestik dan LB3 dengan cukup baik, 

diantaranya tempat-tempat sampah yang sudah 

memisahkan antara sampah anorganik dan 

sampah organik, terdapat tangki tempat 

penyimpanan dan pendistribusian bbm yang 

sudah dilengkapi dengan perangkap ceceran bbm, 

bangunan rumah genset yang sudah dilengkapi 

dengan bak penampung ceceran oli, bangunan 

gudang pupuk, bangunan TPS LB3 sebagai 

tempat penampungan oli bekas, wadah bekas 

pestisida, dan karung bekas pupuk. 

Hasil analisis uji petik remote audit pada lokasi 

TPS LB3 (1,21923 ; 117,0085) dan gudang 

penyimpanan bekas BBM (1,21926 ; 117,07084) 

terlihat bahwa ceceran oli/BBM masih minim. 

Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, kegiatan 

operasional seperti penanaman, pemanenan 

dan/atau kegiatan lainnya seperti kegiatan bengkel 

masih sangat minim sehingga dampak terhadap 

tanah dan air pada areal PT SHJ I juga tidak 

bersifat signifikan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(30/36) x 100% =  83,33% 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu pada 

perundangan/peraturan yang 

berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki 

prosedur identifikasi flora fauna yang didalamnya 

tercakup pula untuk jenis-jenis dilindungi, 

diantaranya : 

1. SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/SHJ 

I/FS-42, Tgl Terbit 01-10-2018, Revisi Ke-

2, Terbitan Ke-2) 

- SOP telah merujuk peraturan PP No. 7 

tahun 1999 dan Permen LHK No. P.92 

tahun 2018, namun belum merujuk ke 

PermenLHK No. 106 tahun 2018, IUCN 

Redlist, dan Appendix CITES. 

2. SOP Identifikasi Jenis Flora (No. SOP/SHJ 

I/FS-43, Tgl Terbit 01-10-2018, Revisi Ke-

2, Terbitan Ke-2) 

- SOP telah merujuk peraturan minimal PP 

No. 7 tahun 1999, Permen LHK No. P.92 

tahun 2018, Appendix CITES, dan IUCN 

Redlist, tetapi belum merujuk ke 

PermenLHK No. 106 tahun 2018. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

(D) 

BAIK 3 Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna 

dilindungi yang telah dilakukan oleh PT SHJ I 

terekam dalam beberapa dokumen, diantaranya : 

1. Dokumen AMDAL PT Sumalindo Hutani Jaya 

tahun 1995 

2. HCV Assessment Report (2014) 

3. Laporan Biodiversity Flora dan Fauna di 

Kawasan Lindung dan Kawasan Produksi 

Tahun 2016 

4. Laporan Monitoring dan Analisa Satwa 

Vegetasi di Kawasan Lindung Dan Kawasan 

Produksi, tahun 2017 

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahunan 

HCS (High Carbon Stock) PT SHJ I Tahun 

2019 

6. Laporan Tahunan Monitoring Evaluasi Satwa 

Vegetasi di Kawasan Lindung dan Kawasan 

Produksi PT SHJ I tahun 2019 

7. Laporan Tahunan Monitoring Evaluasi Satwa 

Vegetasi di Kawasan Konservasi dan 

Kawasan Produksi PR SHJ Tahun 2020. 

Berdasarkan analisis dokumen-dokumen diatas, 
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hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi telah 

dirinci berdasarkan peraturan yang berlaku saat 

kegiatan dilakukan, seperti status 

perlindungannya menurut peraturan yang berlaku 

PP 7 tahun 1999 dan PermenLHK No. P.106 

Tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut 

IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya 

menurut Appendix CITES. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

 Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan b.
endemik  

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

BAIK 3 PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki 

beberapa prosedur terkait Pengelolaan Flora, 

diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora Dan Fauna 

Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-39) Tgl Terbit 

01-03-2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 

2. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 

SOP/SHJ I/FS-44) Tgl Terbit 01-03-2018, 

Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 

3. SOP Pemantauan Vegetasi Dan Satwa Liar 

(No. SOP/SHJ I/FS-47) Tgl Terbit 01-03-

2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 

4. SOP Pengelolaan Dan Pemantauan HCV-

HCS (No. SOP/SHJ I/FS-48) Tgl Terbit 01-

03-2018, Revisi Ke-0, Terbitan Ke-1); dan 

5. SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif Di 

Areal IUPHHK-HTI (No. SOP/SHJ I/FS-49) 

Tgl Terbit 01-03-2018, Revisi Ke-1, 

Terbitan Ke-2). 

Berdasarkan analisis SOP pengelolaan diatas, 

kegiatan pengelolaan yang terangkum telah 

mencakup pengelolaan flora, baik melalui 

metode preventif terhadap gangguan dari 
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ancaman luar (perburuan flora) maupun 

pengelolaan secara langsung terhadap jenis-

jenis dilindungi.  

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

melakukan sebagian dari bentuk-bentuk 

kegiatan pengelolaan flora yang ada di dalam 

dokumen perencanaan dan/atau SOP, seperti 

alokasi kawasan lindung, sosialisasi kawasan 

lindung, patroli pengamanan, dan identifikasi 

flora dilindungi. Beberapa kegiatan yang belum 

dilakukan yakni penanaman pengayaan 

(rehabilitasi) kawasan lindung yang 

mempunyai tutupan lahan terdegradasi dan 

menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di 

persemaian. 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan dokumen Analisis Vegetasi Tahun 

2020, tercantum data tren perubahan 

keragaman jenis (H’) tegakan antara tahun 

2019 s.d 2020 pada 3 (tiga) kawasan 

konservasi, diantaranya Sempadan Sungai 

Pesab, KPSL, dan KPPN.  Analisis vegetasi 

tersebut membandingkan perkembangan 

keragaman dari tiap strata tegakan, diantaranya 

semai, tiang, pancang, dan pohon.  

Pada Sempadan Sungai Pesab dan KPSL, 

strata tiang dan pohon mengalami penurunan 

keragaman jenis yang kemungkinan mengalami 

kematian secara alami dan/atau mati karena 

aktivitas manusia (Illegal Cutting). Sementara 

itu, di areal KPPN juga terjadi penurunan 

keberagaman jenis berupa Mahang dan 

Sengon yang dimungkinkan karena masa 

klimaks pertumbuhan (mati secara alami). 

Hasil wawancara dengan M. Agus Rosidi 

(Karyawan PT SHJ I) yang didukung 

berdasarkan data Peta Hasil Survey Areal 

Bermasalah PT SHJ I, terdapat sebagian areal 

kawasan lindung yang masuk kedalam areal 

klaim masyarakat yang tergabung dalam 

kelompok tani yang sudah menaman tanaman 

sawit, maupun tanah garapan masyarakat 

(Resume hasil konsultasi publik HCV 

Assessment Report PT SHJ I tahun 2014). 

Adanya okupasi lahan tersebut 

mengindikasikan bahwa paling tidak terdapat 

gangguan flora akibat dari kegiatan 

perambahan hutan yang dilakukan. Sebagai 

upaya pencegahan, PT SHJ I telah melakukan 

patroli rutin dan pemasangan plang-plang 

larangan perburuan flora. 
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Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

 Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan b.
endemik 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan fauna yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

(D) 

BAIK 3 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki 

SOP Pengelolaan Fauna. Selama periode 1 

tahun terakhir, tidak terdapat perubahan 

ataupun penambahan terhadap SOP 

pengelolan fauna dilindungi yang sudah ada, 

diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora Dan Fauna 

Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-39) Tgl 

Terbit 01-03-2018, Revisi Ke-1, Terbitan 

Ke-2); 

2. SOP Pemantauan Vegetasi Dan Satwa 

Liar (No. SOP/SHJ I/FS-47) Tgl Terbit 01-

03-2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 

3. SOP Pengelolaan Dan Pemantauan HCV-

HCS (No. SOP/SHJ I/FS-48) Tgl Terbit 

01-03-2018, Revisi Ke-0, Terbitan Ke-1); 

4. SOP Penanggulangan Konflik Manusia 

Dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ I/FS -45, 

tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan 

ke-2) 

5. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 

SOP/SHJ I/FS-44) Tgl Terbit 01-03-2018, 

Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 

6. SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif Di 

Areal IUPHHK-HTI (No. SOP/SHJ I/FS-49) 

Tgl Terbit 01-03-2018, Revisi Ke-1, 

Terbitan Ke-2). 

Berdasarkan analisis SOP pengelolaan diatas, 

kegiatan pengelolaan yang terangkum telah 

mencakup pengelolaan fauna, baik melalui 

metode preventif terhadap gangguan dari 

ancaman luar (perburuan satwa) maupun 

pengelolaan secara langsung terhadap jenis-
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jenis dilindungi. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

melakukan sebagian dari bentuk-bentuk 

implementasi pengelolaan fauna sesuai 

dokumen perencanaan dan/atau SOP yang 

tersedia. Kegiatan pengelolaan yang belum 

dilakukan, diantaranya : 1) Penanaman 

pengayaan (rehabilitasi) kawasan lindung yang 

mempunyai tutupan lahan terdegradasi dari 

jenis flora pakan satwa; 2) Penyediaan jenis-

jenis flora pakan satwa di persemaian; 

3) Penanaman jenis-jenis flora yang 

merupakan sumber pakan satwa; dan 

(d) Pembuatan peta lokasi rawan konflik 

manusia – satwa liar. 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik (D) 

SEDANG 2 Berdasarkan dokumen AMDAL (1995) dan 

dokumen HCV Assessment Report (2014) 

diketahui bahwa pada areal PT SHJ I 

ditemukan beberapa spesies fauna dilindungi, 

salah satunya adalah Orangutan. Dalam 

dokumen HCV Assessment Report (2014), 

disebutkan bahwa spesies yang mempunyai 

densitas populasi dan membutuhkan banyak 

ruang di Pulau Kalimantan adalah Orangutan. 

Orangutan masih ditemukan di areal PT SHJ I 

selama penilaian HCV, hal tersebut 

menunjukkan bahwa kawasan SHJ I 

merupakan salah satu habitat asli Orangutan 

sebelum dikonversi menjadi hutan tanaman. 

Namun, dokumen tersebut juga menyebutkan 

bahwa PT SHJ I sudah tidak lagi memenuhi 

persyaratan sebagai habitat Orangutan atau 

tidak mendukung kehidupan Orangutan. 

Penyebabnya karena tidak ada lagi hutan alam 

yang dapat mendukung kelangsungan hidup 

minimum populasi Orangutan.  

Lebih lanjut, didukung berdasarkan analisis 

kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang 

telah dijelaskan sebelumnya pada verifier 3.1.2, 

areal kawasan lindung PT SHJ I lebih 

didominasi oleh tutupan berupa belukar muda 

dan semak, belukar tua, tanah terbuka dengan 

persentase mencapai 67,21%. Hal tersebut 

menjadi salah satu parameter bahwa kondisi 

habitat Orangutan terancam hilang.  

Pada areal PT SHJ I, telah terjadi okupasi lahan 

oleh masyarakat, termasuk pada kawasan 

lindung. Kenyataan tersebut dapat menjelaskan 

bahwa keberadaan fauna terutama pada jenis 

dilindungi sangat rentan terancam, baik melalui 
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perburuan liar ataupun kematian karena 

rusaknya habitat/tempat tinggal. 

Sampai dengan periode audit penilikan ini 

dilakukan, PT SHJ I telah melakukan upaya-

upaya pencegahan yang berkaitan dengan 

perbaikan kondisi fauna, seperti sosialisasi 

larangan perburuan dan/atau sosialisasi 

kawasan lindung, patroli, pemasangan plang 

larangan perburuan, dan melakukan studi 

terkait identifikasi dan/atau inventarisasi 

kondisi fauna. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat. 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan 

mengenai pola 

penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang 

tersedia, PT SHJ I telah memiliki dokumen/laporan 

yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT 

SHJ I dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI, 

RKTUPHHK–HTI tahun 2019 & 2020 (yang disahkan 

secara self approval), untuk rencana dibidang kelola 

sosial PT SHJ I telah menyusun Rencana Fisik dan 

Biaya Kelola Sosial Tahun 2019 & 2020 yang telah 

dirinci kegiatannya.   

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas 

/rekonstruksi batas 

kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik 

batas kawasan 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ I telah memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam 

SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal 

IUPHHK-HTI dan SOP FPIC (Padiatapa), 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada,  dokumen 

tersebut telah disepakati oleh masyarakat yang 

dibuktikan dengan dengan adanya beberapa proses 

pembuatan penataan batas partisipatif dengan kawasan 
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yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal PT SHJ I 

serta dalam proses penyelesaian konflik dengan 

masyarakat. 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat 

dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ II memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan 

jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam 

SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP  

FPIC  (Padiatapa), SOP Identifikasi Hak-Hak Adat, SOP 

Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP 

Studi Dampak Sosial (SDS).  

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa SOP di atas, 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki mekanisme 

terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat 

dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan 

namun untuk SOP Studi Data Dasar dan Studi Dampak 

Sosial dalam referensinya belum mengacu kepada 

Permen LHK Nomor: 

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL 

P.14/PHPL/SET/4/2016 jo 

P.15/PHPL/BPHH/HPL.3/8/2016 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3 terkait dengan batas areal 

kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat, PT SHJ I 

telah melakukan penandaan batas dengan sebagian 

ladang masyarakat yang berada antara jalan poros 

propinsi  (dari Simpang Tujuh) menuju base camp PT 

SHJ I Sei Pesab yang dituangkan dalam  BA Penandaan 

Batas Ladang Masyarakat di Konsesi PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) Sei Pesab. 

Pada areal PT SHJ I banyak ditemukan areal 

pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa 

ladang/kebun yang telah ditanami Sawit & Tanaman 

Keras lainnya dan PT SHJ I telah melakukan identifikasi 

dan penataan batas secara partisipatif, namun belum 

seluruhnya. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2020), PT SHJ I 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari  pihak 

Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan  

Pemerintah Daerah) ini dibuktikan dengan telah 

disetujuinya RKUPHHK-HTI serta tersedianya 

RKTUPHHK-HTI PT SHJ I tahun 2019 & 2020, serta 

terdapat bukti laporan kegiatan FPIC/Padiatapa dan 

Sosialisasi dari desa sekitar areal terkait dukungan 

terhadap operasional PT SHJ I.   

Pada areal PT SHJ I masih terdapat konflik terkait 

pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, namun 

masih dapat dikelola dengan baik serta terdapat upaya 

penyelesaiannya. 
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Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 26 /30) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

sesuai  dengan peraturan 

perun-dangan yang 

relevan/berlaku 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-3, PT SHJ I memiliki 

dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK 

IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI PT SHJ I 

Tahun 2019 & 2020, Rencana Fisk dan Biayan Kelola 

Sosial PT SHJ I Tahun 2019 & 2020, Laporan Kegiatan 

PMDH Semester I & II Tahun 2019 dan Semester I 

tahun 2020 serta BA serah terima kegiatan kelola sosial 

dan Program DMPA. 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT. SHJ I telah memiliki mekanisme yang lengkap dan 

legal terkait pemenuhan kewajiban sosial  pemegang 

izin terhadap masyarakat dituangkan dalam SOP 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP 

Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat 

dengan Pola Kemitraan, SOP Tanaman Kehidupan dan 

Kemitraan (TK), SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP 

Kelola Sosial (CSR), SOP Perencanaan Kebutuhan 

Tenaga Kerja dan Kesepakatan-kesepakatan dengan 

masyarakat Suka Maju  terkait dengan program Desa 

Makmur Peduli Api (DMPA). 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, PT SHJ I memiliki 

sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya 

Hutan dan bukti BA Sosialisasi. 

Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil 

Wawancara dengan Pendamping Kelola Sosial diperoleh 

informasi bahwa PT SHJ I telah melakukan sosialisasi 

terkait operasionalnya kepada masyarakat sekitar 

sesuai berita acara yang ditandatangani oleh 

perusahaan dan masyarakat, akan tetapi tidak 

dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi 

lainnya. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, PT SHJ I memiliki 

sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak 
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terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat 

setempat dalam 

pengelolaan SDH 

(D) 

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam Berita 

Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan PT SHJ I 

Tahun 2019 – 2020, Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, 

Bantuan Sembako serta Realisasi Program Desa 

Makmur Peduli Api (DMPA) dengan masyarakat sekitar 

areal. 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara 

dengan Pendamping Kriteria Sosial disimpulkan bahwa 

PT SHJ I telah merealisasikan pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat setempat dalam pengelolaan 

SDH, namun baru sebagian. 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-3, dokumen/laporan  PT SHJ 

I  terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang 

izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam: 

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) Semester I & II tahun 2019 & 

Semester I Tahun 2020. 

2. BA Serah Terima Bantuan PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) Tahun 2019 – 2020. 

3. Daftar Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 

I) periode Juni 2020. 

4. Berita Acara Serah Terima Program Desa 

Makmur Peduli Api (DMPA) PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) di Suka Maju Kec. Kong Beng 

Hasil telaahan terhadap laporan/dokumen yang 

tersedia, PT SHJ I memiliki dokumen yang lengkap 

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang 

izin. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/30 ) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ I memiliki data dan informasi tentang 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH, tertuang dalam beberapa dokumen. 

Berdasarkan uraian di atas dan wawancara dengan 

Pendamping Kriteria Sosial diperoeh informasi bahwa 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki sebagian 
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pengelolaan SDH 

(D) 

data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 

SDH, dimana belum semua klaim lahan masyarakat 

dilakukan  penandaan batas. 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ I telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap 

dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam : 

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

2. SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola 

Kemitraan 

3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 

5. SOP Kelola Sosial /CSR 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut,   mekanisme  PT 

SHJ I yang ada telah mengakomodir dan sesuai dengan 

pemenuhan kewajiban sosial perusahaan  terhadap 

masyarakat sekitar. 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, PT SHJ I memiliki 

dokumen rencana  kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dituangkan 

dalam : 

1. RKUPHHK-HTI PT SHJ I Periode Tahun 2010 -

2019 

2. RKTUPHHK-HA PT SHJ I Tahun 2019 dan RKT 

Tahun 2020  

3. Rencana Fisik dan Biaya Kelola Sosial PT SHJ I 

Distrik Pesab Tahun 2019 dan 2020 

4. Rincian Biaya Kegiatan Program Desa Makmur 

Peduli Api (DMPA) PT SHJ I Tahun 2019 di desa 

Suka Maju, ini merupakan program perpaduan 

antara program kelola lingkungan dan kelola sosial 

dari SHJ I terhadap masyarakat sekitar areal. 

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diketahui 

bahwa PT SHJ I memiliki dokumen terkait rencana 

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar yang tertuang dalam RKUPHHK-HT 

(untuk jangka panjang 10 tahun), RKTUPHHK-HT 

(untuk jangka tahunan) dan Rencana Fisik & Biaya 

Kelola Sosial serta program DMPA, akan tetapi program 

yang ada dalam RKT dan Rencana Kelola Sosial (Fisik & 

Biaya) tidak seluruhnya sesuai dengan program yang 

ada di RKUPHHK serta realisasi kegiatan tahun 2019 

hanya terealisasi sebagian dari yang direncanakan. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT 

SHJ I terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai 

berikut : 
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masyarakat hukum adat 

dan atau masyarakat 

setempat oleh pemegang 

izin yang tepat sasaran 

(D) 

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan 

PMDH Tahun 2019, atau sebesar 0 %  

2. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan 

PMDH Tahun 2020, atau sebesar 0 % 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, terdapat 19 

karyawan berasal dari lokal Kab. Kutim ( dari 23 

Karyawan), atau sebesar 82,61 % 

4. Realisasi Program Desa Makmur Peduli Api 

(DMPA)  PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I ) Tahun 

2019 kepada Kelompok Tani Desa Suka Maju 

(Budidaya Burung Puyuh dan UKM Salai Pisang), 

atau 100 %  

5. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar 0 % 

 

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi PT SHJ I sebesar :  

( 0 + 0 + 82,61 + 100 + 0 ) % : 5 = 36,52 % ( < 50 %) 

 

5. 4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2020), PT SHJ I 

memilki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan 

Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini 

Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/ 

Negara) tertuang dalam : 

1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 

dan 2020 

2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2019 

dan 2020  

3. Pembayaran PBB Tahun 2019 

4. Rekap BPJS Ketenagakerjaan 

5. Rekap BPJS Kesehatan  

6. Pembayaran PPh 21 dan PPh 23 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT 

SHJ I memiliki bukti dokumen/ laporan pelaksanaan 

Distribusi Manfaat kepada Para Pihak yang lengkap dan 

terdokumentasi dengan baik. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 24 /30 ) x 100% = 80,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik  
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ I memiliki mekanisme resolusi konflik yang 

lengkap tertuang dalam beberapa SOP antara lain : SOP 

Penyelesaian Konflik, SOP Penyelesaian Tumpang 

Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI dan SOP FPIC 

/Padiatapa 

Berdasarkan telaah terhadap  SOP tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa PT SHJ I telah memiliki prosedure 

atau mekanisme yang sesuai dan implementatif 

menyangkut penyelesaian konflik.  Telaahan  terhadap 

dokumen Job Description, menunjukkan bahwa  

manajemen telah  mendistribusikan tugas, kewajiban  

dan  wewenang pada masing-masing bagian. 

Penanganan pertama terhadap konflik dilakukan oleh 

Forest Protection Departement masing-masing distrik. 

Penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara 

berjenjang  disesuaikan dengan jenis konflik dan 

besaran konflik yang terjadi. 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, dokumen PT SHJ I terkait 

pemetaan konflik tertuang dalam beberapa dokumen 

antara lain : 

1. Peta Spasial Analisis Status Konflik Skala 

1:50.000 

2. Peta Hasil Survey Areal Klaim PT SHJ I 

3. Peta Identifikasi areal yang bermasalah di PT SHJ 

I 

4. Data Rekap Monitoring Klaim Tahun 2020 PT SHJ 

I terdapat data klaim lahan dan overlap 

5. Draf Resolusi Konflik PT SHJ I ( mengacu P.5 

Tahun 2016), namun masih belum lengkap. 

6. Monitor RKPK PT SHJ I (Semester I Tahun 2020) 

Hasil telaahan terhadap data dan dokumen yang 

tersedia, PT SHJ I  memiliki Peta Analisis Status Konflik 

dan Rekap Monitoring Konflik, akan tetapi belum 

lengkap dan belum disajikan dalam Laporan Pemetaan 

Potensi Konflik yang dilengkapi dengan deskripsi 

potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran 

Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

(Bab II poin 3). 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ I memiliki kelembagaan terkait resolusi konflik 

di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan 

dibuktikan dengan adanya : 

1. Struktur Organisasi dan Job Disc. PT Sumalindo 

Hutani Jaya (UMH Unit I) Tahun 2016 Distrik Sei 

Pesab. 

2. Struktur Organisasi PT SHJ I Fungsi Forest 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Protection (bagian yang mengelola konflik) dibuat 

tahun 2017 dan Job Desc. 

3. Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesain Konflik PT 

SHJ I Tahun 2019 untuk 4 kasus sebesar Rp. 

100.181.250.  

4. Lembaga Penyelesaian konflik  PT SHJ I  (Surat 

Penunjukan) dari Pihak Eksternal (dari tingkat desa, 

kecamatan dan Dinas Kabupaten terkait) dan Pihak 

Internal PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Job Desc. PT SHJ 

I, lembaga yang bertugas menangani Resolusi Konflik 

adalah Forest Protection dibantu oleh Conflict 

Resolution officer serta mengikutsertakan pihak 

eksternal dalam hal ini Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, 

Aparat Pemerintah Desa dan Muspika. PT SHJ I telah 

menyusun Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian 

Konflik tahun 2020 sebesar Rp. 100.181.250. 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

yang pernah terjadi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-3, PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) memiliki dokumen terkait proses penyelesaian 

konflik yang pernah terjadi, yaitu  Berita Acara 

Penyelesaian Perambahan Lahan di Konsesi PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). Namun belum 

melaporkan proses penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan 

Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada 

Pemegang IUPHHK, setiap 6 sekali pemegang izin wajib 

melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik 

serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang 

ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai 

Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil. XI Samarinda. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ I telah merealisasikan hubungan industrial 

kepada karyawan dengan tesedianya bukti dokumen :  

1. PKB PT SHJ  Periode 2019 - 2021 yang masih 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) berlaku yang telah disahkan oleh Disnakertrans 

Prov. Kaltim No. KEP.560/1940/B..PHI & 

JAMSOSTEK/2019  tanggal 15 Oktober 2019 

berlaku sampai 16 Oktober 2020. 

2. Terdapat bukti sosialisasi PKB kepada 

karyawannya berupa tanda terima pembagian buku 

saku PKB kepada karyawan (sesuai PKB Bab II 

Pasal 9 ayat 4). 

3. Terdapat SK Pengesahan Lembaga Kerjasama 

(LKS) Bipartit PT SHJ masa bhakti 2020 -2023 

4. Terdapat SK Gubernur terkait UMK Kab. Kutai 

Timur Tahun 2019 & 2020  

5. Contoh Slip Gaji Karyawan PT SHJ I terendah an 

MA dan DAR, upah yang diterima karyawan 

tersebut diatas UMK Kab. Kutim yang berlaku. 

6. Bukti Setor BPJS Kesehatan PT SHJ Bulan 

Agustus 2020 sebesar 600.000 dan BPJS 

Ketenagakerjaan Bulan Juni 2020 sebesar 

10.208.993 serta terdapat contoh Kartu BPJS 

Kesehatan & Ketenagakerjaan 

7. Contoh Kartu BPJS Ketengakerjaan an. Ilham 

Budisantoso dan M. Asra 

8. Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Fasco, Aris dan 

Dimas 

9. Contoh SPK Karyawan PT SHJ I an. Darwin 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan 

PT SHJ I, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan 

PT SHJ I telah mendapatkan sosialisasi PKB serta 

Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang 

terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan 

realisasi pengembangan 

kompetensi tenaga kerja 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ I memiliki mekanisme peningkatan kompetensi 

tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SHJ 

Periode 2019 -2021 Bab IX Pasal 49 dan SOP Pelatihan 

dan Pengembangan Tenaga Kerja.  

Pada periode Penilikan ke-3, PT SHJ I  telah 

mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi 

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 

2019 terdapat rencana 9 Topik pelatihan dengan jumlah 

peserta 33 orang dan terealisasi 6 Topik pelatihan 

dengan peserta 31 orang, atau mencapai topik 66,67% 

dan peserta 93,93 % dari yang direncanakan dan pada 

Tahun 2020 rencana 9 Topik pelatihan dengan peserta 

29 orang, terelisasi 3 Topik atau 33,33% dan jumlah 

peserta 41 orang atau  141 %. 

Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi training 

PT SHJ I belum seluruhnya training direalisasikan 

terutama Topik/Program Pelatihan Tahun 2019 

terealisasi 66,67 % dan Tahun 2020 baru terealisasi 

33,33% 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SHJ I 

memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

orang, Canhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut = 1 

orang dan PKB R = 3 orang  dan  telah memenuhi 

ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 (terdapat 

kelebihan 1 orang Ganis  PKB-R ). 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan implementasinya 

(D) 

 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ I memiliki dokumen terkait Standar Jenjang 

karir karyawannya yang tertuang dalam : 

1. Perjanjian Kerja Bersama PT SHJ Periode 2019 – 

2021 Bab XII Pasal 73 -74) 

2. Struktur Organisasi dan Job Describtion PT SHJ I 

3. SOP Struktur Organisasi  

4. SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan 

5. SOP Promosi 

6. SOP Pengembangan Karir 

7. SK Promosi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HR & GA 

Head  diketahui bahwa penilaian kinerja karyawan 

dilakukan secara mandiri dengan menginput evaluasi 

kinerja selama setahun berdasarkan kompetensi teknis, 

komunikasi, kerjasama dan disiplin pada aplikasi 

pass.smf.com dimana setiap karyawan memiliki akses 

untuk masuk ke sistem tersebut. 

Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, kegiatan 

operasional PT SHJ I masih belum optimal sehingga 

terkait implementasi jenjang karir baru sebagian yang 

diimplementasikan.  

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ I memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan terhadap karyawannya tertuang dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SHJ  Periode 2019 

– 2021  Bab VII Pasal 36 – 43 dan PT SHJ I telah 

mengimplementasikan Tunjangan Kesejahteraan 

Karyawan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB).  

Bukti-bukti  pemenuhan  terhadap kesejahteraan 

karyawan antara lain pada Penilikan ke-3 Tahun 2020 

meliputi kartu tanda kepesertaan Jamsostek/BPJS yang 

dimiliki oleh karyawan tetap, bukti setor iuran  BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan slip gaji 

termasuk tunjangan-tunjangan yang ada, serta  terdapat  

Pos P3K di base camp PT SHJ I Distrik Pesab yang 

dilengkapi dengan tenaga Paramedis. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

wawancara dengan karyawan PT SHJ I diperoleh 

informasi bahwa semua tunjangan kesejahteraan 

karyawan telah dipenuhi oleh Unit Manajemen PT SHJ I 

sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PKB,  

dibidang kesehatan di site PT SHJ I Sei Pesab terdapat 

Pos P3K/Klinik yang dilengkapi Tenaga Medis untuk 

pertolongan pertama dan apabila masih diperlukan 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

perawatan selanjutnya dirujuk ke Puskesmas yang ada 

di Kecamatan Kong Beng. 

Akan tetapi fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di  

Base Camp PT SHJ I Sei Pesab seperti Kantor, Ruang 

Meeting, Mes karyawan, Kantin dan fasilitas yang 

lainnya  terdapat beberapa fasilitas yang belum 

memadai seperti kantor dan ruang meeting masih 

menjadi satu dengan mess karyawan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18 /24 ) x 100% =  75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

STANDAR  VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK 

IUPHHK) 

M Pada periode penilikan ke 3 tahun 2020 dokumen 

legal terkait perizinan tidak mengalami perubahan, 

diantaranya: 

- Terdapat SK IUPHHK-HTI atas nama PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) seluas ± 10.000  

Ha yang disahkan oleh Menteri Kehutanan No. 

407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 dan 

pada SK terdapat lampiran peta skala 1:50.000. 

- Terdapat SK Menteri Kehutanan 

No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 

2007 tentang Penetapan Batas Areal IUPHHK-

HTI PT Sumalindo Hutani Jaya seluas ± 

10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan 

pad SK tersebut terdapat lampiran peta skala 

1:50.000. 

Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait 

kelengkapan izin pendirian PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) sebagai Perseroan Terbatas, yang 

meliputi:  

a. Akta pendirian Nomor : 4 tanggal 1 April 1992, 

Notaris Benny  Kristianto,  SH.  di  DKI  Jakarta  

,  dan  telah  disetujui  oleh  Menteri  

Kehakiman SK No. C2-3221.HT.01.01. Tahun 

1992 tanggal 25 April 1992. 

b. Akta perubahan (terakhir) Nomor : 28 tanggal 7 
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NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

November 2018 oleh Notaris Desman, SH., 

M.Hum., M.M dan  telah  terdaftar di  

Menkumham dengan No. AHU-

0159701.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 

November 2018; 

c. Surat Izin Usaha Perusahaan Pusat No. : 

00313-01/PB/PB/I.824.271; 

d. Surat Izin Usaha Perusahaan Cabang No. : 

503/003/17-01/PB/DPMPTSP-C.I/2017 ; 

e. NPWP Nomor : 01.585.575.2-722.001;  

f. NIB No. 9120102261629 ditetapkan tanggal 12 

Februari 2019. 

 

2. 1.1.1.b Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). Tidak berlaku 

untuk Pemegang Hak 

Pengelolaan 

M Pada periode audit Penilikan Ke-3, tidak terdapat 

perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melunasi 

kewajiban terkait IIUPHHK, dengan bukti sebagai 

berikut : 

1. Tersedia bukti setor IHPHTI atas SPP IHPHTI 

Nomor: 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 Nopember 

1991 berupa surat setoran/ aplikasi transfer 

Bank  Industri Kepada Menteri Kehutanan 

dengan No.Rekening 503.000.014tanggal 1 

Januari 1992 sejumlah Rp. 13.000.000. 

2. Tersedia bukti  setor IHPHTI atas SPP IHPHTI 

Nomor : 1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 

Agustus 2002berupa surat setoran/aplikasi 

transfer Bank Mandiri Kepada Bendaharawan 

Penerima Setoran IIUPHHK dengan 

No.Rekening 102.0004203870 BankMandiri 

Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada 

tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp. 

2.538.640. 

3. 1.1.1.c Penggunaan kawasan 

yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK (jika ada) 

M Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan 

yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Terdapat upaya 

identifikasi penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK 

dengan melaksanakan Identifikasi/ Pemetaan Konflik 

Lahan pada areal konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) sesuai dengan dokumen Rencana Kerja 

Penyelesaian Konflik (RKPK) Semester I Tahun 

2020. 
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NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

Hasil verifikasi dokumen bahwa izin/ pengakuan 

penggunaan kawasan di luar IUPHHK-HT berupa : 

a) Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Karya 

Prima Agro Sejahtera (PT KPAS) seluas 447 Ha 

yang berada di Blok I dan III dan masuk wilayah 

Desa Miau Kecamatan Kombeng Kabupaten 

Kutai Timur. 

b) Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT 

Gunta Samba seluas 96 Ha yang berada di Blok 

V dan masuk wilayah Desa Miau Kecamatan 

Kombeng Kabupaten Kutai Timur. 

 

STANDAR  VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 2.1.1.a Dokumen 

RKUPHHK/RPKH, RKT/ 

Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat 

yang berwenang, 

meliputi: 

1. Dokumen 

RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT 

yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH  

dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

atau yang disahkan 

secara self approval 

3. Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat 

oleh Ganis PHPL Canhut 

M RKUPHHK-HT 

- Dokumen RKUPHHK-HTI atas nama PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), pada periode 

penilikan ke 3 (Tahun 2020) tidak mengalami 

perubahan atau revisi yaitu  sbb : 

a) Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI revisi 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 

2010 – 2019 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 

Agustus 2010. 

b) Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) dilengkapi dengan 

lampiran peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 

50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) atas 

nama Ir. Suhartono 

c) SK ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan 

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan 

u.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan 

Tanaman (Dr. Ir. Bedjo Santosa, MSi / NIP 

19600320 198603 1 004) pada tanggal 16 

Agustus 2010 dan disalin sesuai dengan 

aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan 

Humas (Baes Sunirja, SH / NIP 19580107 

198103 1 005) dan terdapat Stempel 
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Kode Judul 

Departemen Kehutanan RI. SK Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 – 2019 

berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

tanggal 16 Agustus 2010 s.d 15 Agustus 

2020. 

- Terdapat rencana perpanjangan RKUPHHK-HTI 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Periode 

Tahun 2020 - 2029 dengan kelengkapan 

dokumen sebagai berikut : 

a) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

membuat draft RKUPHHK-HTI Periode 

Tahun 2020 – 2029 dan terdapat lampiran 

peta Penataan Areal Kerja (PAK) RKUPHHK-

HTI dengan skala 1 : 50.000. 

b) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

menyampaikan usulan RKUPHHK-HTI 

Periode Tahun 2020 – 2029 kepada Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Cq. Direktur Usaha Hutan 

Produksi melalui surat Nomor : 02/SHJ 

I/IV/2020 tanggal 22 April dan pada surat 

tersebut dilampirkan draft RKUPHHK-HTI 

Periode Tahun 2020 – 2029. Terdapat tanda 

terima berupa cap stempel pada halaman 

depan surat tersebut, bukti bahwa surat 

tersebut telah disampaikan dan diterima 

oleh Wulan tertanggal 4 Mei 2020. 

c) Terdapat surat balasan terhadap surat 

Nomor : 02/SHJ I/IV/2020 dari Dirjen PHPL 

Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : 

S.487/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 

19 Juni 2020 tentang Arahan Perbaikan 

Usulan RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 

a.n. PT Sumalindo Hutani Jaya (Nomor 

273/Menhut-II/2007) di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

RKTUPHHK-HT 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2019 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur 

Utama PT SHJ I Nomor: SK.001/RKT-SHJ 

I/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan 

dilampirkan peta rencana penanaman skala 1 : 

50.000 dan peta rencana pemanenan, skala 1 : 
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50.000. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2020 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur 

Utama PT SHJ I Nomor: SK.001/RKT-SHJ 

I/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan 

dilampirkan peta rencana penanaman skala 1 : 

50.000 dan peta rencana pemanenan, skala 1 : 

50.000. Masa berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. 

GANIS PHPL CANHUT 

PT Sumlindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki peta 

rencana penataan areal kerja yang memuat 

informasi blok dan petak RKT, areal yang boleh 

ditebang, areal yang tidak boleh ditebang, jalan dan 

sungai yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas 

nama Hubertus Hanu No. Reg. 00688-

11/CANHUT/XX/2012 berlaku dari 13 Maret 2018 

sampai dengan 11 Maret 2021 berdasarkan 

SK.80/BPHP.XI-3/2018 tanggal 09 Februari 2018. 

2. 2.1.1.b Peta areal yang tidak 

boleh ditebang pada 

RKT/Bagan Kerja/RTT 

dan bukti 

implementasinya di 

lapangan 

M Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan 

dan hasil wawancara dengan Bpk. Jaya Feriandi 

Silangit (Environment Officer), diperoleh bukti 

adanya penandaan pada areal yang tidak boleh 

ditebang yaitu pada Sempadan Sungai Pesab 

ditandai dengan seng plat dan polet cat merah silang 

(X) dan berada pada koordinat 1,214 N ; 117,06602 

E, serta posisinya sesuai dengan Peta RKT. 

3. 2.1.1.c Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok 

RKT/petak RTT yang jelas 

di peta dan terbukti di 

lapangan 

M Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh 

UM PT SHJ I, terhadap batas-batas blok tebangan 

diperoleh bukti bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) telah melakukan penandaan batas-batas blok 

tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta, 

diantaranya : 

 Batas Blok RKT Tahun 2019 ditandai dengan 

plang papan nama dan berada pada koordinat 

1,21606 N ; 117,06699 E. 

 Batas Compartement 62B/13 pada Blok RKT 

2019 ditandai dengan pipa paralon ukuran 3 inch 

(diameter 10 cm dan tinggi 1,3 m) berada pada 

koordinat 1,23576 N ; 117,05706 E. 

 Batas Blok RKT Tahun 2020 ditandai dengan 

plang papan nama, warna cat kuning tulisan 

hitam dan berada pada koordinat 1,21607 N ; 
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117,06701 E. 

 Batas Compartement 63A/13 pada Blok RKT 

2020 ditandai dengan pipa paralon ukuran 3 inch 

(diameter 10 cm dan tinggi 1,3 m) berada pada 

koordinat 1,23336 N ; 117,05965 E. 

 Batas Compartement 72D/13 pada Blok RKT 

2020 ditandai dengan pipa paralon ukuran 3 inch 

(diameter 10 cm dan tinggi 1,3 m) berada pada 

koordinat 1,23975 N ; 117,0548 E. 

4. 2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu RKUPHHK) 

(bisa dalam proses) 

dengan lampiran-

lampirannya 

M Dokumen RKUPHHK-HTI atas nama PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I), pada periode penilikan ke 3 

(Tahun 2020) tidak mengalami perubahan atau revisi 

yaitu  sbb : 

a) Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI revisi jangka 

waktu sepuluh (10) tahun periode 2010 – 2019 

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor: SK.85/VI-

BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010. 

b) Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) dilengkapi dengan lampiran peta 

RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000 yang ditanda 

tangani oleh Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) atas nama Ir. Suhartono 

c) SK ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan 

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan u.b. 

Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman 

(Dr. Ir. Bedjo Santosa, MSi / NIP 19600320 

198603 1 004) pada tanggal 16 Agustus 2010 

dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa 

Bagian Hukum dan Humas (Baes Sunirja, SH / 

NIP 19580107 198103 1 005) dan terdapat 

Stempel Departemen Kehutanan RI. SK Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 – 2019 

berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

tanggal 16 Agustus 2010 s.d 15 Agustus 2020. 

 

Terdapat rencana perpanjangan RKUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Periode Tahun 2020 

- 2029 dengan kelengkapan dokumen sebagai 

berikut : 

a) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

membuat draft RKUPHHK-HTI Periode Tahun 

2020 – 2029 dan terdapat lampiran peta 

Penataan Areal Kerja (PAK) RKUPHHK-HTI 
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dengan skala 1 : 50.000. 

b) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

menyampaikan usulan RKUPHHK-HTI Periode 

Tahun 2020 – 2029 kepada Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi melalui surat 

Nomor : 02/SHJ I/IV/2020 tanggal 22 April dan 

pada surat tersebut dilampirkan draft 

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029. 

Terdapat tanda terima berupa cap stempel pada 

halaman depan surat tersebut, bukti bahwa 

surat tersebut telah disampaikan dan diterima 

oleh Wulan tertanggal 4 Mei 2020. 

c) Terdapat surat balasan terhadap surat Nomor : 

02/SHJ I/IV/2020 dari Dirjen PHPL Direktorat 

Usaha Hutan Produksi Nomor : 

S.487/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 

Juni 2020 tentang Arahan Perbaikan Usulan 

RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 a.n. PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Nomor 273/Menhut-

II/2007) di Provinsi Kalimantan Timur. 

5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi dan 

volume pemanfaatan 

kayu hutan alam pada 

areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman industri. 

NA Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 

dan Tahun 2020 diketahui PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) tidak merencanakan penyiapan lahan dengan 

memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan 

lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman 

industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal 

tananh kosong termasuk bekas pemanenan tanaman 

HTI. 

 

STANDAR  VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang 

telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

M  PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki 

petugas pembuat LHP yaitu GANIS-PHPL PKB 

atas nama Fahrizal Ramu, S.P No.Reg. 01893-

11/PKB-R/XX/2016 dengan masa berlaku dari 18 

Maret 2019 sampai dengan 17 Maret 2022 dan 

ditunjuk melalui SK No. SK.024/SHJ I-

SMD/V/2019 tanggal 01 Mei 2019. 
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 Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 dan Tahun 2020, diverifikasi bahwa PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki rencana 

pemanenan baik pada RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 dan 2020 sesuai yang terlampir pada 

verifier 2.1.1.a. 

 Hasil pemeriksaan pada website SIPUHH PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), pada periode 

audit bulan Agustus 2019 s.d. Juli 2020 

diverifikasi belum terdapat Pembuatan LHP. 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan pada website 

SIPUHH PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), 

diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 

I) belum memiliki stock kayu produksi/ panen 

kayu tanaman. Dengan tidak adanya stok kayu 

maka tidak dapat dilakukan uji petik pengukuran. 

 Meskipun pada periode audit bulan Agustus 

2019 s.d. Juli 2020 belum terdapat kegiatan 

pemanenan, namun PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) diverifikasi memiliki kompetensi untuk 

pendokumentasian penerbitan dokumen LHP 

yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memiliki hak akses SIPUHH (user id dan 

password) dan memiliki sarana prasarana serta 

personil pendukung dalam melaksanakan 

kegiatan produksi kayu. 

2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan 

lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK 

Antara, 

- TPK hutan ke 

industri primer 

dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar, 

- TPK Antara ke 

industri primer hasil 

hutan dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar. 

M - PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

menetapkan TPn dan TPK Hutan yang telah 

terlampir dalam dokumen RKTUPHHK-HTI yang 

disahkan secara self aproval. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

menetapkan lokasi TPK Antara melalui SK 

Direktur Utama No. SK.019/SHJ I-SMD/III/2018 

tentang penetapan dan penggunaan lokasi 

Tempat Penimbunan Kayu (Logyard/Logpond) 

Antara. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 

petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan yaitu 

Ganis PHPL PKB atas nama Heru Riyanto 

No.Reg. 00549-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai 29 September 2020 yang ditunjuk 

melalui SK Kepala Cabang PT SHJ I No. 

SK.056/SHJ I-SMD/XI/2017 tanggal 01 

November 2017 
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- PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 

petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara yaitu 

Ganis PHPL PKB atas nama Adriyana No.Reg. 

01578-11/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai 05 

Juli 2023 yang ditunjuk melalui SK Kepala 

Cabang PT SHJ I No. SK.067/SHJ I-

SMD/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020. 

- PT Sumalindo Hutani Lestari (Unit I) memiliki 

hak akses SIPUHH dan diverifikasi tidak 

terdapat Penerbitan dokumen SKSHHK periode 

audit (Agustus 2019 - Juli 2020) melalui 

SIPUHH. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

belum terdapat pemindahtanganan kayu/ 

penerbitan dokumen SKSHHK, namun PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) diverifikasi telah 

memiliki kompetensi baik sarana prasarana dan 

personil pendukung  dalam melaksanakan 

penerbitan dokumen SKSHHK. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda 

PUHH/barcode pada 

kayu bulat dari 

pemegang IUPHHK-HA  

bisa dilacak balak 

NA PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan 

Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), 

berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 

3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu 

diterapkan secara 

konsisten oleh 

pemegang izin. 

NA PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan 

Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), 

berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 

3.1.3.b. diterapkan pada IUPHHK-HA. 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan 

dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya 

untuk hutan tanaman 

M Selama periode audit (Agutus 2019 s/d Juli 2020), 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum melakukan 

penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH baik 

dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) 

maupun dari TPK Antara (Logpond) menuju ke 

Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen 

SKSHHK yang diterbitkan oleh pemegang IUPHHK-

HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). Namun 

demikian PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dinilai 

telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), 

sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan 

dan pengarsipan dokumen SKSHHK. 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) 

M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d Juli 2020) PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat 

penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan 
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DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

penebangan/ produksi di lapangan, sehingga belum 

terdapat penerbitan dokumen SPP PSDH atas LHP 

yang diterbitkan.   

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aplikasi 

SIPUHH dan SIMPONI pada periode audit ((Agustus 

2019 s.d Juli 2020) diverifikasi bahwa belum 

terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online 

dan penerbitan SPP PSDH. 

Namun demikian Unit Manajemen PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki kompetensi 

pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH 

guna melaksanakan kegiatan penatausahaan 

hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam 

hal ini membuat LHP. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memliki 

perangkat komputer dan printer dokumen. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memiliki akun SIPNBP guna penerbitan 

dokumen SPP PSDH. 

Dokumen SPP PSDH akan di verifikasi pada saat 

terdapat penerbitan dokumen LHP. 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau 

PSDH 

M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d Juli 2020) PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat 

penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan 

penebangan/ produksi di lapangan, sehingga belum 

terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas 

SPP PSDH. 

Namun demikian Unit Manajemen PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki kompetensi 

pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP 

termasuk dengan bukti setor, diantaranya : 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH 

guna melaksanakan kegiatan penatausahaan 

hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam 

hal ini membuat LHP. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memliki 
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perangkat komputer dan printer dokumen. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memiliki akun SIPNBP guna penerbitan 

dokumen SPP PSDH, termasuk Bukti Setor 

(Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. 

Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) 

melalui PNBP akan di verifikasi pada saat terdapat 

penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ 

SPP PSDH. 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH 

untuk kayu hutan 

tanaman 

M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d Juli 2020) PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat 

penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan 

penebangan/ produksi di lapangan, sehingga belum 

terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan 

kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti 

Penerimaan Negara atas SPP PSDH. 

Kesesuaian tarif PSDH secara otomatis pada saat 

penerbitan dokumen LHP di SIPUHH dan terkoneksi 

langsung ke pembayaran melalui SIPNBP. 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT NA Unit Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen 

PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 

No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu 

Antarpulau. 

10. 3.3.2 Dokumen yang 

menunjukkan identitas 

kapal 

NA Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum melakukan 

Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK 

menggunakan kapal penarik (tug boat) dan/ atau 

tongkang, sehingga untuk dokumen identitas kapal 

belum dapat di verifikasi. 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) 

dengan Predikat BAIK dengan Sertifikat Nomor 

020.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo 

Prima Karya berlaku sampai dengan tanggal 3 

Desember 2022.   

Dengan demikian, apabila terdapat kegiatan produksi 

kayu PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah berhak 

menggunakan logo tanda V-Legal sesuai ketentuan. 
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1. 4.1.1 Dokumen AMDAL/ DPPL/ 

UKL-UPL/ RKL-RPL 

M Pada periode audit penilikan Ke-3 (Tahun 2020), 

tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dengan 

kondisi dokumen AMDAL pada PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) telah mendapatkan persetujuan 

Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 

tanggal 25 September 1995. 

2. 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL M Dokumen RKL dan RPL PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) tidak mengalami perubahan sesuai dengan 

hasil verifikasi pada saat penilaian awal di mana 

terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun 

mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah 

disahkan.  Dokumen lengkap dan terdapat stempel 

pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 

September 1995. 

Dokumen RKL dan RPL ini merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari paket dokumen Amdal. 

Sehingga dokumen ini pengesahannya akan 

mengikuti secara langsung dalam paket penyusunan 

dokumen Amdal. 

3. 4.1.2.b Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

M Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2019 

dan Semester I Tahun 2020. 

Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Semester II Tahun 2019 telah disampaikan kepada 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 

sesuai dengan surat tanda terima laporan yaitu 

terdapat bukti serah terima laporan dengan adanya 

stempel dan paraf dari masing-masing instansi 

tersebut. 

Sedangkan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Semester I Tahun 2020 masih dalam 

proses pengiriman sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Sdr. Jaya Feriandi Silangit, dijelaskan bahwa 

laporan tersebut telah diselesaikan (finalisasi) pada 

bulan Agustus 2020 dan selanjutnya akan 

dikirimkan ke instansi terkait bersamaan dengan UM 
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lainnya (group) pada tanggal 24 Agustus 2020. 

Berdasarkan hasil wawancara dan foto lapangan 

yang disampaikan oleh Sdr. Jaya Feriandi Silangit 

selaku Environment Officer, diperoleh data dan bukti 

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sesuai 

laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan sebagai berikut : 

- Pengelolaan pada kawasan lindung sempadan 

sungai pesab dengan dilakukan kegiatan 

penanaman/ rehabilitasi seluas 2 hektar sesuai 

berita acara pelaksanaan rehabilitasi kawasan 

lindung No. 023/SHJ-I/FS/IX/2019 tanggal 26 

September 2019. Adapun jenis pohon yang 

ditanam yaitu kemiri, jabon, ulin, meranti, dan 

lain-lain; 

- Pemasangan plang larangan berburu, 

menebang pohon, membakar hutan dan lahan 

di Sempadan sungai pesab yang berada pada 

koordinat 1,22195 N & 117,07493 E ; 

- Pemantauan laju erosi dengan metode bak 

erosi, dilakukan 1x dalam 1 bulan di petak 

perawatan RKT Tahun 2018 ; 

- Pengelolaan limbah B3 dengan adanya 

bangunan TPS B3, namun izin terkait TPS 

limbah B3 masih dalam proses; 

- Pemantuan Curah Hujan menggunakan 

Ombrometer untuk mengukur curah hujan 

dapat dijumpai di basecamp sei pesab; 

- Pemantauan Debit Air menggunakan stick ukur 

di Sei Pesab ; 

- Pemantauan udara Ambient pada Basecamp 

dan Gudang Genset. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Halaman 58 dari 60 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 STANDAR  VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 5.1.1.a Pedoman / Prosedur K3 M Pada periode audit Penilikan Ke-3, Dokumen 

Standard Operational Prosedure (SOP) terkait 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki 

oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak 

mengalami perubahan yaitu terdiri atas 8 judul SOP. 

Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam 

implementasi pedoman K3 yaitu Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 PT 

Sumalindo Hutani Jaya telah didaftarkan dan 

disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. : 

KEP.566/790/P2K3/DTKT/2020 tanggal 01 Juli 2020. 

2. 5.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3 M PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 

Peratalan K3 sesuai dengan Data Peralatan 

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) per 7 Juli 2020. 

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Jaya Feriandi 

Silangit selaku Environment Officer tersedia 

peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan 

berfungsi dengan baik, diantaranya : 

 Kotak P3K tersedia di Kantor, Kantin, Mess 

Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset.  

 APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi 

tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang 

Genset, TPS Limbah B3 dan Pos security. 

 Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan 

dan sepatu boot yang sudah didistribusikan 

kepada setiap karyawan. 

3. 5.1.1.c Catatan Kecelakaan Kerja M Terdapat dokumen catatan kelcelakaan kerja yang 

dibuat setiap bulannya yaitu periode bulan Agustus 

2019 s.d. Juli 2020. Pada Periode audit Agustus 

2019 s.d. Juli 2020 diverifikasi tidak terdapat 

kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL di areal kerja 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). 

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Jaya Feriandi 

Silangit sebagai Sekretaris P2K3 dapat diverifikasi 

bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 

Program K3 dalam upaya dalam menekan tingkat 

kecelakaan kerja yaitu diantaranya sebagai berikut :  

 Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan 

baru yang datang atau berkunjung, dan 

refreshment. 

 Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan 

pada saat HSE talk dan Inspeksi, Pembuatan 
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dan melakukan pemeliharaan papan safety sign, 

pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum 

dan tekanan darah karyawan secara rutin 4x 

dalam 1 bulan. 

 Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan 

melalui general check up secara rutin 1 tahun 

sekali. 

 Inspeksi K3L, Inspeksi Kualiatas dan Pengunaan 

APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi 

kantin. 

 Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti 

helm, sarung tangan, masker dan APD lainnya 

kepada pekerja di lapangan. 

 Pemasangan rambu-rambu Jalan. 

4. 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat 

dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Hutani 

Jaya telah terbentuk serikat pekerja yang tergabung 

dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo.  

Dapat diverifikasi keberadaan Surat Keputusan 

Nomor : KEP-17/DPC FSPK/SK/XI/2019 tanggal 17 

November 2019 tentang Pengesahan Pengurus Unit 

Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP 

Kahutindo) PT Sumalindo Hutani Jaya masa Bhakti 

Tahun 2019 – 2021. Susunan Pengurus Serikat 

Pekerja Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja 

Kahutindo Periode 2019 - 2021 sebagai berikut : 

- Ketua PUK  : Supardi 

- Sekretaris  : Randy Juniandrika 

- Bendahara  : Wahyu K. 

5. 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP 

M Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

yang mengatur hak-hak karyawan. Dokumen PKB 

telah didaftarkan dan mendapat pengesahan 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, 

Nomor: Kep.560/1940/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 

tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama PT Sumalindo Hutani Jaya 

dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumalindo 

Hutani Jaya. Adapun masa berlaku PKB dari tanggal 

15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021. 

6. 5.2.3 Pekerja yang masih dibawah 

umur 

M PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak 

mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan 

termuda atas nama Dimas Raharjo dengan jabatan 

sebagai RPK Team yang lahir di Samarinda pada 

tanggal 17 Agustus 1995 dan masuk pertama kerja 

pada tanggal 9 Maret 2017 saat berusia 21 Tahun 7 

bulan. 

 

 

 






